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A’P Analisis Dasar Penganggaran

OUTLINE

Format dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Format dan Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya




ANALISIS DASAR
PENGANGGARAN




TANTANGAN DALAM PENGANGGARAN

KEUANGAN REPURLIK INDONESIA

DIPA INDUK




Tantangan Pengelolaan APBN

Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus
Kembali ke rakyat untuk membiayai yang
dirasakan rakyat dan bukanlah untuk
membiayai proses
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Klik selengkapnya di sini:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
7326895/jokowi-jangan-anggaran-dipakai-rapat-studi-banding-
kebanyakan-itu-masa-lalu

Klik selengkapnya di sini:
https://news.detik.com/berita/d-6854187/terungkap-proyek-bts-
kominfo-ternyata-bermasalah-sejak-di-perencanaan
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https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7326895/jokowi-jangan-anggaran-dipakai-rapat-studi-banding-kebanyakan-itu-masa-lalu

VALUE FOR MONEY ‘

Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai ‘
pelaksanaan value for money, yaitu:

i

efisien dalam

ekonomis dalam | penggunaan sumber efek’Fif dalam mencapai
pengadaan dan alokasi daya (input minimal dan tujuan dan sasaran
sumber daya (harga output maksimal) (realisasi sama dengan
minimal) yang ditargetkan)
AAS
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antangan

‘ ‘Coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 M itu yang
nanti dibelikan telor, susu, protein, sayuran.
Coba dilihat detil, saya baru saja liat minggu
lalu saya cek, di APBD Mendagri.

Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M,
penguatan pengembangan apa apa bla bla bla
Rp 2 M. Yang bener-bener untuk beli telur itu
gak ada Rp 2 M.

Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara
seperti ini, ini yang harus di rubah. ’ ’

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230614095110-4-445731/jokowi-kesal-rp-6-m-
anggaran ing-dipakai-dinas-rapat




-

. Pengukuran
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kignerja
Dokumen
R-APBN APBN LKPP LAKIN
Perencanaan
RPJP K/L POK Neraca
RPJM Renstra RKA uo DIPA TOR LK LRA, LO
Performance
: Lap. Perubahan Measurement
RKP Renja SATKER RAB Ekuitas, (Laporan Kinerja)
TOR/RAB CaLK
. Prinsip _Prinsip Peng Standar Akuntansi ..
Logic Model Pendekatan Penganggaran Keu Negara: Pemerintah Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas, Laporan WTP, Pertanggungjawabaan
Akurasi, Prioritas Efektivitas dan Efisien Transparan, Profesional,| Pertanggungjawaban Substansif,
Proporsional Adminitratif KetercapaianTujuan
AAS
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

DPR Terima LHP LKPP 2023 Dari BPK

04-06-2024 / PARIPURNA

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023
sebanyak 14 temuan dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut.

I.  Kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan
antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban
program/kegiatan pemerintah belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut antara lain
mengakibatkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan LKPP belum dapat
dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara menyeluruh
untuk mencapai sasaran pembangunan yang akuntabel dan berkesinambungan;

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 dari BPK RI df Rapat

Paripurna, Selasa (4/6/2024). Foto: Arief/vel

BPK Serahkan
LHP LKPP 2023
kepada Presiden

https://www.bpk.go.id/laporan_hasil _pemeriksaan#

AAS #KementerianKeuanganMelayani 11
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

Rekomendasi BPK

DPR Terima LHP LKPP 2023 Dari BPK

04-06-2024 / PARIPURNA

Berkaitan dengan permasalahan kelemahan pengendalian intern dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut, BPK merckomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil
Pemerintah antara lain agar:

a. berkoordinasi dengan:

1) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PANRB untuk
mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem
perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi,
prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi
pendukungnya;

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 dari BPK RI df Rapat
Par

ripurna, Selasa (4/6/2024). Foto: Arief/vel

BPK Serahkan
LHP LKPP 2023
kepada Presiden

2) Menteri PANRB untuk mengevaluasi dan menyempurnakan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2015 agar
pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat menggambarkan
pencapaian kinerja atas pelaksanaan APBN yang andal dan
akurat dalam rangka mendukung pelaporan keuangan
Pemerintah Pusat;

Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan
penyempurnaan sistem perencanaan, monitoring dan
evaluasi yang selaras dan terintegrasi antara sistem
pelaporan keuangan dan Kinerja, serta didukung kerangka

keria Iogis yang bcrkualitasi

AAS
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DPR Terima LHP LKPP 2023 Dari BPK

04-06-2024 / PARIPURNA

Pada LHP BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan terkait penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja. Berikut temuan yang dapat
dikaitkan dengan proses perencanaan dan penganggaran:

Kesalahan perhitungan Belanja Pegawai

. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai

3. Kesalahan penganggaran terkait Belanja Uang Lembur yang

BPK Serahkan dianggarkan dari Belanja Perjalanan Dinas

LHP LKPP 2023 .

kepada Presiden 4. Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang

' 5. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal antara lain
kesalahan dalam penganggaran Belanja Modal, anggaran Belanja
Modal digunakan untuk kegiatan non Belanja Modal, dan kesalahan
penganggaran/peruntukan Belanja Modal lainnya

Duplikasi Belanja

Pengadaan barang dan jasa belum dianggarkan dalam DIPA

N —

~N o

N
AAS #KementerianKeuanganMelayani 13
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

3)  Satuan owrput belum mencerminkan owrput rul

Terdapat satuan outptr yang bukan merupakan outpur ril baik dan sisi target
owput dan/atau realisasi ourput, di antaranya terdapat pada:

a) Kementerian Keuangan, terdapat 14 owpur yang satuan owfput-nya tidak
menggambarkan satuan rul, dengan perincian pada Lampiran A.1.16.

Kementernan Kesehatan, terdapat 11 owtprr yang diukur dengan satuan
provinsi, tetapi target dan realisasinya melebihi jumlah dar 38 provinsi yang
ada di Indonesia.

Kementernian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian KumHAM),
terdapat satu oufpuf yvang mencantumkan capalan atau realisasi capaian
oufput berupa 50 provinsi, di mana jumlah realisasi tersebut melebihi jumlah

provinsi yang ada di Indonesia.

Bendahara Umum Negara (BUN), terdapat 76 owiput vang satuan ouiput-
nya berupa persentase, dengan perincian pada Lampiran A.1.17.

AAS
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

Permasalahan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai tersebut dapat diuraikan
sebagal berikut.

a) Pembavaran gap dan tumjangan diterima oleh bukan yang scharusnya
menenma sebesar Rpl.007.019.269,00 di antaranya terjadi pada:

(1) Kementerian KumHAM sebesar Rp391.059.874,00 merupakan
tunjangan jabatan yang dibayarkan kepada pejabat yang sudah tidak
menjabat;

(2) Kementerian Agama sebesar Rp360.722.900,00 merupakan
pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai vang terkena hukuman
sanksi dan pemberhentian pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jamba;

Kementerian  Pertahanan  sebesar Rpl68.494.400,00 merupakan
pembayaran gaji kepada pegawai vang sudah mengundurkan diri dan
vang sudah diberhentikan dengan tidak hormat; dan

AAS
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

¢) Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran
sebesar Rp19.647.343.160,10 di antaranya terjadi pada:

(1) Komisi Pemilthan Umum (KPU) sebesar Rpl10.577.986.566,00
merupakan sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum
dikembalikan ke Kas Negara;

(2) BRIN sebesar Rp1.503.325.639,00 merupakan belanja perjalanan dinas
pada satker Organisasi Riset [lmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

(2) Kementerian KumHAM sebesar Rp55.230.535.022,01 di antaranya:

(a) sebesar Rp24.247.212.069,53 merupakan kelebihan pembayaran
atas sewa kendaraan roda empat dan BBM yang scharusnya tidak
diperkenankan sesuai ketentuan;

(b) sebesar Rp16.519.073.313,00 merupakan pelaksanaan belanja jasa

§ (OR IPSH) yang tidak akuntabel dan tidak dapat diyakini budiding managensens yuug kucsng semadat; den
5, fambhsﬂws kewajarannya; dan (c) sebesar Bp?:.477.276.392.63 merupakan kclcb?han pcm!'na.yarar?
e i, (3) Kementerian KumHAM scbesar Rpl.305.700.156,60 merupakan atas realisasi belanja sewa gedung pelayanan Ditjen Administrasi

perjalanan dinas yang melebihi kelas yang diperkenankan untuk Hukum Umum dan ockeriaan sewa CCTV.

jabatan, serta bukti akomodasi dan transportasi  yang
dipertanggungjawabkan pelaksana lebih besar dibandingkan dengan

hukti vano nenoelnarannua

(3) Kementerian KumHAM sebesar Rp2.580.747.464,35 terdiri dari: (4) Kementerian KumHAM sebesar Rp3.004.011.481,14  berupa ‘

(a) sebesar Rpl1.499.666.383,25 merupakan kelebihan pembayaran pemborosan  keuangan negara karena  barang sewa  belum
atas kurang volume pekerjaan  dan  selisih  harga didistribusikan ke masing-masing satker dan pengadaan sewa barang

pengalihan/subkontrak yang tidak sesuai ketentuan; dan yang tidak dimanfaatkan.
(b) sebesar Rpl.081.081.081,10 merupakan potensi kelebihan

pembayaran atas perawatan lima unit X-Ray Gemini.

AAS
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LOGIC MODEL
Logika Struktur Anggaran Kinerja

-

SASARAN STRATEGIS KL dan/atau Nasional

Indikator Kinerja Struktur Logic Model
PROGRAM KL PROGRAM KL PROGRAM KL

e

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

Kegiatan (Sub Program) Kegiatan (Sub Program)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja
KRO
Output
Proses
Akun Akun
Detil Biaya A Detil Biaya Input

AAS
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LOGIC MODEL
Logika Struktur Anggaran Kinerja

-

CARA MERUMUSKAN KINERJA Sumber daya (Resources)
sumber daya manusia dan keuangan serta input

lainnya yg diperlukan untuk mendukung program

seperti kemitraan. Informasi tentang kebutuhan

pelanggan adalah sumber daya penting untuk
u Outputs u Outcomes program ini.

Kegiatan (activities)

semua langkah tindakan yang diperlukan untuk
menghasilkan output.

CARA MENGHUBUNGKAN ANGGARAN DAN KINERJA Output (Output)

produk, barang, dan layanan yang diberikan kepada
pelanggan langsung atau peserta program. Misal,
4 laporan yg dihasilkan penelitian dan pengembang

teknologi sebagai akibat dari Kegiatan penelitian
dapat dianggap sebagai hasil kegiatan.

Outcomes

hasil atau dampak yang diharapkan dari suatu
program atau kegiatan. Ini mencerminkan
perubahan yang diinginkan atau manfaat yang
diharapkan bagi peserta atau penerima program
tersebut. Outcomes biasanya dibagi menjadi dua
jenis: outcomes antara (intermediate outcomes) dan
outcomes akhir (ultimate outcomes).

4____________

Activities

Your Planned Your Intended
Work Results

AAS
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CARA KERJA
FRAMEWORK OUTPUT-OUTCOME ORIENTED

-

Salah satu prinsip dalam anggaran berbasis kinerja output dan outcome
oriented (UU No 17 Tahun 2003)

@ Kinerja (output, outcome (termasuk impact) dirumuskan terlebih dahulu baru
kemudian menentukan tindakan operasional (activities) beserta kebutuhan
sumber daya yang diperlukan (termasuk anggaran).

® Hubungan antara rencana-pelaksanaan KURANG JELAS/ SINKRON - Apabila:
= penentuan tujuan strategis belum dirumuskan dengan baik pada tiap tingkatan
kinerja:
v Sasaran Strategis - Indikator Kinerja Sasaran Strategis;

v’ Sasaran Program - Indikator Kinerja Sasaran Program;

v Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

= Rumusan kinerja Tingkat bawah mendukung capaian kinerja pada tingkat di atasnya.

AAS
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER

RENCAMNA KERJA ANGGARAN SATHER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

TAHUM AMGGARAM 2023
KEMEN/LEMB :(018)  KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UNIT ORG (2} Ditjen indusiri Agro
SATUAN KERJA  :(247980) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
PROPINS] (1) DKIJAKARTA
LOKAS! ((84)  KOTA JAKARTA SELATAN
Hafaman > 3
PROGRAMSASARAN PROGRAMINDIKATOR ALOKAS! ANGGARAN T.A 2023
KODE KINER.JA PROGRAMAKTIVITASANDIKATOR ELTRET
KIKER.A AKTIVITASHKRO SATUAN ANGKA DASAR | IMISIATIF BARU JUMLAH
1) [2) 3 4 [L:3] L]

¢I8.02.EC | Program Milal Tambah dan Daya Saing Indusir 33,559,475.000 33,559, 475,000 m
Sasaran Program |

oy |Menigkainya Daya Saing dan Kemandiian Indusin
Fengalahan Nonmigas

Indikator Kinoria Program @

02 |Penguatan Implementasi Making ind 40

Andikater Kingria Frogram ;

oo |Meningkainya Kemampuan industi Barang dan Jasa serta
indusiri Halal Dalam kegern

Indikator Kinoria Program @

04 |Meningkainya Perguasaan Fasar industrl

Indikator Kingria Program ;.
R e o PR Cegiatan
Indikator Kinerjs Kegiatan ©

1
Mobjmian Sideng T Harja, Induséri dan UMKM [Base Ling]
e S T e ko
[U—— Komponen
aag |Merscs Saktor Industn Hamil Lt dan s 30 e 0 penpap-
[ —
Insatnr B
g | st Panberreanchen Kantipubcan Partuhan Fantes Pasok inchori Header
[ ———y
053 | Meraca Homedias Sektor Indusin Hasi Hulan den Perssbunan -— - 1,300,000, D08 1,300,000, 008
Mobymnan
Indsatr B0
g | s lurics Kiomecitan saitor indeaisi Husl Hutan dan .
Fniitasi fan Pabinams ksl (B Lins] 01,54 KOTA 280 Irsdunr, Akun BelanJa
SO0 | A RTA SELATAN ’ MM, Miiar USD e AT
pe— ]
st ::::n-.l.—:ﬂ—unumm—-m.mnm—mu- F— - e
Insatnr B H .
BIIREIERIE
2 | Jumimh mdduain varg ditee cun ddasidan
T hﬁhh:h-hwﬂnmnﬁinmh IDIIJnI."H’I, 1,850,008, 098 1,800,000.008

it ARG

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN




i

Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi:

KAIDAH PENGANGGARAN

-

1. Prinsip Belanja Berkualitas 10. Pengalokasian anggaran untuk
2. Pemenuhan alokasi dasar pelaksanaan:
3. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu a. Dekonsentrasi dan tugas
4. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang pembantuan
didanai dari sumber dana tertentu b. Bantuan Pemerintah
5. Penandaan anggaran (budget tagging) ,
6. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran ¢. Bantuan sosial
7. Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan d. Kontrak tahun jamak
transfer ke daerah . e. Kerjasama Pemerintah dan badan
8. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada usaha melalui pembayaran
tahun berkenaan ketersediaan layanan/Availabity
9. Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan Payment (KPBU-AP)
menjadi penyertaan modal negara pada Badan 11. Standar biaya
Usaha Milik Negara;
AAS

Scientia Potel

ntia Est
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KAIDAH PENGANGGARAN

1. Prinsip Belanja Berkualitas

Prinsip Efisiensi
Memastikan
pengalokasian
anggaran untuk
menghasilkan Keluaran
yang direncanakan
dengan mengacu pada
ketentuan terkait
Standar Biaya.

AAS

Scientia Potentia Est

Prinsip Efektivitas

Memperhatikan
ketepatan dan relevansi
antara Keluaran yang
dihasilkan dengan
sasaran Program dan
sasaran strategis.

Prinsip Prioritas

Sesuai dengan
ketentuan yang diatur
dalam Peraturan
Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional.

O

Prinsip Transparansi

Menyediakan informasi yang
dibutuhkan dalam proses
penyusunan anggaran
kepada pihak yang terkait
sesuai dengan
kewenangannya dan
menyediakan ringkasan
informasi bagi publik sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prinsip Akuntabilitas

Memastikan alokasi
anggaran yang
dituangkan dalam RKA
memenuhi semua
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan dapat
dipertanggungjawabkan
sesuai kewenangannya

#KementerianKeuanganMelayani 23



KAIDAH PENGANGGARAN

2. Pemenuhan Alokasi Anggaran Dasar

== 8 =

i T

kebutuhan penyediaan dana  kebutuhan dana  kebutuhan anggaran untuk ~ Penyediaan  penyediaan dana
anggaran untuk untuk pendamping Kegiatan atau Keluaran dana untuk  untuk program
biaya operasional  pelaksanaan untuk kegiatan berlanjut, penyelesaian penyelesaian prioritas
Satker yang pelayanan publik yang anggarannya pekerjaan tahun Tunggakan = nasional/kegiatan
mendasar bersumber dari sebelumnya, dan prioritas/proyek
pinjaman dan/atau  penyelesaian kewajiban prioritas/major
Hibah kepada pihak ketiga project
AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN

3. Pembatasan Alokasi untuk Belanja Tertentu

Pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan proporsi komponen utama/pendukung sesuai kebijakan Menteri Keuangan

(’ Penyelenggaraan rapat/rapat Pembangunan gedung baru yang ; _
dinas/seminar/pertemuan/ sifatnya tidak langsung menunjang 9 e
lokakarya dan sejenisnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satker ="+ Pengadaan Kendaraan Bermotor
+ dibatasi pada hal-hal yang sangat + Contohnya mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, kecuali:
penting dan dilakukan sesederhana gedung pertemuan « kendaraan fungsional (Ambulans, Cell
mungkin. » gedung yang bersifat pelayanan umum (khususnya Wagon, Kendaraan untuk petugas
« diupayakan diselenggarakan secara dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan lapangan)
daring. hukum, ilmu pengetahuan) dikecualikan  kendaraan untuk satker baru (sesuai

ketetapan/persetujuan
MenpanRB/peraturan perundangan,
Asuransi BMN Tertentu » penggantian kendaraan (tidak dapat
dimanfaatkan lagi atau yang
Dalam rangka mengamankan BMN khususnya memerlukan biaya pemeliharaan yang
di daerah rawan bencana, dapat dilakukan tinggi)
pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi « kendaraan roda 4 atau 6 untuk antar
keuangan negara jemput pegawai

Penggunaan Produk Impor

* mengoptimalkan penggunakan
produksi dalam negeri
* membatasi penggunaan produk impor.

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN

4. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan yang Didanai dari Sumber Dana Tertentu

T

1. Pinjaman Luar Negeri * Pengalokasian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

* berdasarkan perjanjian PLN yang: telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan lender (on-
going), direncanakan akan dinegosiasikan pada tahun berjalan; atau belum ditandatangani dan/atau
belum dapat dipastikan akan ditandatangani sebelum tahun berjalan yang direncanakan dimulai (pipe
line), dalam rangka penanggulangan bencana alam.

« Kewajiban K/L mengalokasikan RMP dan local cost sesuai ketentuan yang termuat dalam naskah
perjanjian PLN, minutes of negotiation, atau dokumen perencanaan pinjaman lainnya.

» Akun, kode kantor bayar, tatacara penarikan, sumbernana, nomor register

2.  Pinjaman Dalam Negeri * Pengalokasian anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah.
» ketentuan pengalokasian :

a. Kementerian/Lembaga menyusun rencana kegiatan dengan berpedoman pada daftar prioritas
kegiatan yang bersumber dari PDN;

b. mencantumkan sumber dana sesuai dengan naskah perjanjian PDN;

c. mencantumkan kode register PDN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko; dan

d. melampirkan naskah perjanjian PDN.

AAD
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KAIDAH PENGANGGARAN

4. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan yang Didanai dari Sumber Dana Tertentu

Nol Sumberdans

3. Hibah » Pengalokasian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.
« digunakan untuk mendukung:
a. program pembangunan nasional; dan/atau
b. program lain yang tercantum dalam daftar rencana kegiatan Hibah.
4. SBSN * Pengalokasian anggaran mengacu pada daftar prioritas proyek yang bersumber dari SBSN yang

ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
* Pengalokasian anggaran yang ketentuan:
a. mencantumkan sumber dana SBSN; dan
b. mencantumkan kode register SBSN yang diterbitkan oleh DJPPR

5. PNBP Pengalokasian anggaran mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
PNBP; dan surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari
PNBP.

6. PNBP BLU * mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU;

» penyusunan informasi Kinerja Satker BLU mengikuti ketentuan penyusunan informasi
* melampirkan RBA; dan
* mencantumkan estimasi saldo awal dan penetapan ambang batas pada kertas kerja RKA Satker BLU.

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN

5. Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

Budget Tagging adalah penandaan alokasi anggaran belanja pada

level keluaran (sesuai

sebelumnya)

dengan tema yang

sudah ditentukan

* Koordinator

Saat ini nawacita, PN, Janji Presiden dan tematik APBN

Budget Tagging dilakukan oleh Kementerian /Lembaga pada

proses perencanaan dan penganggaran yang kemudian dilakukan
reviu oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian

Perencanaan

* Koordinator
* Tagging Fungsi Belanja
* Tagging Sub Fungsi Belanja

Budget Tagging untuk tematik APBN antara lain terdiri dari:

1. Pendidikan 5. Penanganan Stunting

2. Kesehatan 6. Adaptasi Perubahan lklim

3. Infrastruktur 7. Mitigasi Perubahan Iklim

4. Anggaran Responsif Gender 8. Upaya Konvergensi
Penanganan Stunting

AAS
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Struktur Anggaran
Program : Indikator Knerj2 - EKpmommr
Program
! Output Program lndll:,a;ogr:;tput » v UnitKerja s 1
. , . Indikator Kinerja
Kegiatan Sasaran Kggnatan
A Kasiksi Rincian ,
| Output Indikator KRO
* Tagging: PN, P, KP, ' Keluaran/
ProPN, JanPres, MP,

s Output Kegiatan
Rincian Output i

Tematik, -
* Upload ; RAB & TOR '
* Unit Kerja Es 2

* Provinsi + Kab/Kota
* Alokasi per Sumber Pendanaan:
RM, PNBP, BLU, Pendamping
»  PLN, PDN, HLN, Pendamping
Hibah, SBSN, HON
* Alokasi

o Target

* Jenis komponen ‘.

* |ndikator komponen

* Indlkator Pengadaan
Barang & Jasa

v Satuan

Komponen
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KAIDAH PENGANGGARAN

6. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran

i

1. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat dilakukan oleh Hasil penajaman  digunakan oleh
Menteri Keuangan setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan Menteri/Pimpinan  Lembaga sebagai
kebultiRs : . . acuan dalam penyusunan RKA-K/L dan

2. Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran digunakan oleh PPA BUN sebagai acuan
dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN setelah dalam penyusunan RKA-BUN

penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan kebutuhan.

Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat berupa:

5 ;
Z)
om™ .
Penguatan relevansi antara Program, Perbaikan/penyempurnaan rumusan Penambahan usulan Program, Kegiatan,
Kegiatan, dan Keluaran dengan sasaran indikator Kinerja pada level Program, dan/atau Keluaran baru sesuai dengan
strategis dan sasaran Program; Kegiatan, dan Keluaran perkembangan penelaahan anggaran.
AAS #KementerianKeuanganMelayani 29
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KAIDAH PENGANGGARAN

7. Sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan TKD dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling sedikit

dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan (DAK Fisik)

Belanja Kementerian/Lembaga yang disinkronisasi dengan belanja TKD:

N

N

2

l

HEH én

Satker pusat/ Satker vertikal/ Satker Satker Tugas Belanja Bantuan
kantor pusat kantor daerah Dekonsentrasi Pembantuan Pemerintah.

Sinkronisasi dapat dilakukan di level:

* Program

Kegiatan

Keluaran

Lokus (Lokasi administrasi dan Lokasi Khusus)

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN
8. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan

Kebijakan Perencanaan Penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun berkenaan yang tercantum dalam SEB
pagu indikatif / SEB pagu anggaran dan alokasi anggaran dan kebjakan lain di bidang perencanaan penganggaran.

o

i

Contoh :

e

Clearance Konsolidasi Pembatasan Standardisasi Daftar Program
Belanja TIK Satker Belanja KRO dan Kegiatan
Tertentu

AAS

Sclonia Poentia st #KementerianKeuanganMelayani 31



KAIDAH PENGANGGARAN

9. Pengalokasian Anggaran yang Diserahkan Menjadi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Ng

Petentuan mengenai pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara
pada Badan Usaha Milik Negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan barang milik negara.

BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan
pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden.

(Pasal 99 PMK 165 tahun 2021)

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN
10. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak ‘

i

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kontrak tahun Dikecualikan Kontrak Tahun Jamak yang sebagian
jamak, dilakukan untuk pekerjaan yang: atau seluruhnya dibiayai dengan PLN, PDN,
a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau dan/atau Hibah.

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; (termasuk
pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang

dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 Persetujuan kontrak tahun jamak dilakukan oleh
(satu) tahun anggaran; pekerjaan yang semula Menteri/Pimpinan Lembaga/PA atau Menteri
direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi Keuangan sesuai kewenangan.

tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan kahar
sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam

kontrak tidak dapat dipenuhi). Pekerjaan yang direncanakan dengan mekanisme
b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan kontrak tahun jamak  dan belum diajukan
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun persetujuannya, dalam RKA-K/L dicantumkan nilai
anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran. pekerjaan tahun yang direncanakan dan rincian

alokasi Prakiraan Maju sesuai perkiraan masa
penyelesaian pekerjaan

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN

11. Penguatan Norma Standar Biaya
PMK tentang Pedoman SB, SSB, dan Indeksasi dalam PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Penyusunan RKA-K/L serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

i

1. Definisi SB, SBM, SBK dan SSB Penajaman definisi

2. Standar biaya: SBM dan SBK Standar Biaya: SBM, SBK, dan SSB

3.  Fungsi SBM: batas tertinggi atau estimasi Sifat SBM: batas tertinggi atau dapat dilampaui
4.  Belum ada jenis SBM yang diatur SBM meliputi:

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya fasilitas;

c. satuan biaya perjalanan dinas;

d. satuan biaya pemeliharaan;

e. satuan biaya barang dan jasa; dan
f. satuan biaya bantuan.

5  Penggunaan SBML dikecualikan terhadap satuan biaya yang Penggunaan satuan biaya yang tidak diatur dalam SBM, dikecualikan terhadap

menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat
negara, pegawai negeri, dan non pegawai negeri yang negara, anggota POLRI/TNI, ASN dan non ASN yang dipekerjakan dalam
dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin K/L rangka melaksanakan tugas rutin K/L

AAS
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KAIDAH PENGANGGARAN

11. Penguatan Norma Standar Biaya
PMK tentang Pedoman SB, SSB, dan Indeksasi dalam PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Penyusunan RKA-K/L serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tidak ada kriteria khusus atas SBML yang menambah Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas yang dapat
penghasilan dan/atau fasilitas diusulkan menjadi SBML, antara lain untuk:
a. honorarium bagi pejabat negara, anggota TNI/POLRI, ASN atas
pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar;
b. honorarium bagi non ASN yang ditugaskan atas amanat Undang-
undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan yang hak
keuangannya belum diatur; dan/atau
c. fasilitas tambahan bagi pejabat negara, anggota TNI/POLRI, ASN, dan
non ASN, yang diamanatkan dalam Undang-undang/Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden.

7.  Satuan biaya bagi satker BLU berupa: Penggunaan standar biaya yang dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU,
a. Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau dikecualikan untuk satuan biaya berupa:
fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan a. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar
pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai satker BLU; komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan
dan pegawai Satker badan layanan umum;
b. Satuan biaya perjadin DN & LN, b. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi ASN
mengacu pada ketentuan SBM. yang melaksanakan tugas tambahan pada satker BLU; dan

c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

AAS

Sclonia Poentia st #KementerianKeuanganMelayani 35



KAIDAH PENGANGGARAN

PMK tentang Pedoman SB, SSB, dan Indeksasi dalam PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Penyusunan RKA-K/L serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8.  SBK berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi SBK bersifat batas tertinggi

9.  Perubahan besaran SBK, mengikuti prosedur revisi anggaran Dalam hal K/L membutuhkan besaran biaya yang melebihi besaran SBK yang
telah ditetapkan Menteri Keuangan, harus mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan c.g. Direktur Jenderal Anggaran.
Perubahan besaran yang telah mendapat persetujuan Menkeu c.q. DJA, dapat
ditindaklanjuti oleh K/L dengan mengacu ketentuan revisi anggaran.

AAS
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PENELITIAN RKA

* Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga dilakukan melalui Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta
kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran

 Verifikasi dan kepatuhan difokuskan untuk meneliti:

1. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;

2. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

3. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

4. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran (budget tagging) sesuai dengan kategori pada semua Keluaran
yang dihasilkan; dan

5. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan
dokumen pendukung terkait lainnya.

» Hasil penelitian RKA-K/disampaikan kepada:

1. unit eselon | yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab Program, untuk dilakukan perbaikan atau
penyesuaian apabila diperlukan; dan
2. APIP K/L.

» Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan

Kementerian/Lembaga, dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L

AAS
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PENELITIAN RKA

i

1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja pada RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP

-

» Apakah terdapat perubahan rumusan Sasaran (Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan) beserta
Indikator Kinerjanya dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah:
1. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;
2. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L

» Apakah terdapat perubahan rumusan Program dan/atau Kegiatan karena adanya reorganisasi, dilakukan
dengan langkah-langkah:
1. Pastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terkait dengan reorganisasi sudah ada;
2. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;
3. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L;

AAS
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PENELITIAN RKA

2. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L,
3. kesesuaian sumberdana dalam RKA-K/L;

o Lampiran lll.a

| g Surat Borsama Pagu Anggaran KA TA 2024

¥

> g

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2024
KL « SE Pagu memuat pagu K/L per
R program dan per -program
KODE PROGRAM DAN SUMBER DANA

OPFERASIONAL NON OPERASIONAL JUMLAR

A. PAGU INDIKATIF TA 2024

3.348.305 449 11.309.782.773 14,058.088.222

A RM $.319.189 504 10,453 394 550 13,772,584 144
b RMP
( PNEP (! AT
i sl b 5855 2404 07 44(
[ PLN 742 17674
f HLN 131
g PON
h SHSN 204,999,763 29499763
018.WA |Program Dukungan Manajemen 3.317.334.102 956.181.109 4273818211
a RM 388218247 8468.928.120 4,137,146 367
b RMP
« NEBP
BLL
I'LN

HLN

PON

SBSN

AAS
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Rocan/Roren akan menyampaikan
pagu masing eselon |
Masing-masing eselon | akan
membagi pagu ke masing-masing
satuan kerja
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PENELITIAN RKA

i

-

4. Kepatuhan dan Ketepatan Dalam Penandaan Anggaran (Budget Tagging) Sesuai
Dengan Kategori Pada Semua Keluaran Yang Dihasilkan

* Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran dilakukan dengan membandingkan RKA-K/L dengan
dokumen yang disepakati dalam Renja K/L pada saat pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) dan/atau
penelaahan Renja K/L.

 Pastikan apakah RO sudah ditandai sesuai dengan kriteria yang ditentukan

 Pada beberapa tematik penandaan terdapat pedoman penandaan dan/atau hasil identifikasi RO yang
mendukung tema tertentui misalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
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PENELITIAN RKA

5. dokumen pendukung RKA-K/L Dokumen Pendukung Teknis Lainnya

i

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),

2. Rincian Anggaran Biaya (RAB),

3. Dokumen Pendukung Terkait

Clearance Belanja TIK tertentu

Hasil revu BPKP/APIP untuk tunggakan

Surat Rekomendasi BPKP untuk optimalisasi DPR

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU,

RKBMN yang telah disetujui DJKN,

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara

atau yang sejenis,

g. surat pernyataan dari eselon | tentang pengalokasian belanja akun 526 (Belanja
Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda)

h. persetujuan pejabat eselon | untuk pembangunan/renovasi bangunan/gedung,
besaran volumenya harus mendapatkan persetujuan pejabat eselon |I.

i.  RKBMN yang telah ditelaah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal
usulan tersebut terkait gedung dan bangunan yang telah memiliki Standar Barang
dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menjadi obyek RKBMN.

o
~ 0 o0 T

<H< Q<
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DOKUMEN PENDUKUNG USULAN ANGGARAN

b Kelengkapan dokumen pendukung diselesaikan sebelum Pagu Anggaran Untuk Memitigasi
Kendala di Pelaksanaan Anggaran

KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-K/L YANG PERLU

@

Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung

Belanja Modal Terkait Lainnya
Kerangka Acuan Rincian Rencana Bisnis € anja.1 oda I _ Y ,
Kerja (KAK) / Anggaran dan dan Anggaran L ey uan RO, (a.l. referensi harga terkait
Term of Reference Biaya (RAB) (RBA) Untuk perhitungan teknis darl SClEnf) PEmENEEER, e

Dinas PU, referensi harga

(TOR) Satker BLU perpanjangan lisensi TIK,

(pricelist), dsb.)
Disusun untuk tiap Rincian Output (RO) k J k o / K 4sb.) /

Kelengkapan Dokumen Data Dukung Lainnya Belanja Modal:

Renovasi Bangunan Kendaraan Bermotor Aset Lainnya
1. Analisis Kerusakan dari PUPR/ Dinas , 1. Pricelist e-katalog/surat penawaran
PU Setempat 1. Persetujuan RKBMN/RKBMN-PKP l resmi:
- 2. Perhitungan Biaya dari PUPR/ Dinas 2. Pricelist e-catalog 2. Spesifikasi aset;

PU setempat 3. Analisis Kebutuhan Barang

yang menggambarkan
informasi terkait aset existing

3. Laporan hasil pemeriksaan kelayakan
bangunan (apabila diperlukan)

AAS
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TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
* Dokumen yg memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai output yang akan dicapai sesuai‘

dengan tugas dan fungsi unit eselon 1 yg memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian,
waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

* Kualitas penyusunan TOR dan RAB merupakan hal yang sangat penting tidak hanya dalam konteks
perencanaan tetapi juga pelaksanaan anggaran

N\
‘ Penilaian urgensi usulan anggaran
{

‘ Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja
FUNGSI

Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan oleh pemeriksa internal/eksternal
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PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN
TOR/KAK

Masing-masing satker agar menyusun
TOR dan RAB per RO untuk
disampaikan kepada kantor pusat unit
eselon

TOR berada pada level RO dan bukan
bersifat TOR Payung

Kantor pusat unit eselon | menyampaikan
TOR dan RAB level unit eselon |

Belanja modal, kantor pusat unit eselon |
agar tetap menyertakan TOR dan RAB
masing-masing satker

TOR memuat penjelasan/informasi yang
memadai terkait urgensi, ruang lingkup, dan
tujuan serta menggambarkan kebutuhan angka
yang selaras dengan RAB

o
st
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SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN

KAK & RAB KEMENKEU

Unit Pelaksana Rincian Qutput Sekretariat Unit Eselon [ Biro Perencanaan dan Keuangan APIP Kemenkeu
(Satker Vertikal /Eselon Il Kantor Pusat) (Bagian Keuangan) Sekretariat Jenderal
—

7 KAK/TOR dan RAB Meneliti dan Memeriksa Kerangka Melakukan Reviu atas Kerangka Acuan
Menyusun Kerangka Acuan Kerja Level Pelaksana RO Acuan Kerja_ (KAK/TOR) d?" Rincian Kerja (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran
(KAK/TOR) dan Rincian Anggaran — Anggaran Bigya (RAB) Unit Eselon |, Biaya (RAB) Unit Eselon, sebagai

Biaya (RAB) RO Teknis dan RO sebagai dokumen pendukung RKA-K/L dokumen pendukung RKA-K/L
Belanja Modal Meneliti dan Memeriksa
Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR)
dan Rincian Anggaran Biaya
KAK/TOR dan RAR (RAB) Level Pelaksana RO
Level Pelaksana RO
Tidak i
1. KAK/TOR dan RAB idak sesudl
i [
) :,E satk:r ven::; Sesuai
- KAK/TOR den KAK/TOR dan RAB
RO Eselon II ) per RO
Kantor Pusat Mertyusan "e""”f“k? Acn Kerja 1. Level Eselon |

3. KAK/TOR dan RAB (KAK/TOR) dan Rinclan Anggaran  |_] | |, |ovel pelaksana
Level Pelaksana Biaya (RAB) Level Eselon| RO Belanja Modal
RO Belanja Modal [

KAK/TOR dan RAB T
per RO . .
1. Level Eselon | I Tidak Sesuai Tidak Sesuai
2. Level Pelaksana
RO Belanja Sesual
Sesuai
Bahan Catatan Bahan Catatan
Hasil Penelitian Hasil Reviu
¥

AAS
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TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

* WHAT - indicator kinerja RO

= dalam mendukung capaian

* WHAT - riil dihasilkan(RO)
Satker/Es II:
WHY - RO mendukung
pencapaian sasaran kegiatan
O
O
o o = O O .

sasaran kegiatan

@)
O
« HOW - proses menghasilkan
RO (komponen)
— S «  WHAT - sumber daya yang
diperlukan: IT, expert, alat
* HOW MUCH - untuk tiap
sumber daya & total RO
*  WHEN - WHERE >
D dilaksanakan

O
O
uﬁ *  WHO - penerima manfaat;
AAS

yang terlibat
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TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA/YTERM OF REFERENCE
RINCIAN OUTPUT (RO) TA 20XX

Kementerian Negara/Lembaga : | Diisi nama Kementerian/Lembaga

Unit Eselon V11 : | Dvisi nama unit eselon /Il sebagai penanggung jawab Program.
Program : | Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L.

Sasaran Program o | Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program.
Indikator Kinerja Program | 1. Diisi indikator Kinerja Program

2. Diiisi indikator Kinerja Program

Kegiatan .| Diisi nama Kegiatan sesuai dengan Dokumen Renja K/L
Sasaran Kegiatan : | Diisi Sasaran Kegiatan I

Indikator Kinerja Kegiatan 4 Diisi uraian indikator kinerja kziatan

2. Diisi uraian indikator kinerja k atan
Klasifikasi Rincian Output (KRO) o | Diisi namasnomenkilatur Klasifikasi Fincfan Output.
Indikator KRO H 7. Diiisi Indikator Klasifikasi Rinciafy Output.
2. Diiisi Indikator Klasifikasi Rincialy Output.
Rincian Output (RO) o | Diisi namasnomenkiatur Rincian O-.nl:-ur
Indikator RO 4 = 7. Diisi nama/nomenklatur R:‘nc:‘ad Output
Volume RO | Diisi mengenai jumialybanyaknya kuantitas Keluaran (Output)
yang dihasilkan
Satuan RO | Diisi uraian mengenai tuan
pengukuran kuantita Keljparan (Output) sesuai dengan
karakteristiknva.
A Latar Belakang Diisi sebagaimana penjfelasar) di bawah
1. Dasar Hukum
2. ..
B. Penerima Manfaat 4 —— . a di ba vah
C. Strategi Pencapaian Keluaran s sevadaiiiiarna perijciasart ar vawah
1. Metode Pelaksanaan
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
E. Biaya yang Diperlukan 4 —

Penanggung Jawab,
Sekretaris Unit Es | an Pimpingn Unit Es I/Pejabat Es II/Kepala

Satker
Ec:",i;‘f’wama Sesretans Lnt Ex FPESEETET TR e HOW MUCH

(Diisi NIP Sekretaris Unit Es I/Pejabat Es lI/Kepala Satker)

AAS
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LATAR BELAKANG

-

. Menjelaskan dasar hukum vyang terkait Tugas Fungsi K/L dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
. Menjelaskan gambaran umum RO:

v'  kegiatan yang akan dilaksanakan (what),

v’ alasan penting/urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk konsekuensi yang
diterima jika kegiatan tidak terlaksana (why),

v'  keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan target RO dalam mendukung pencapaian
kinerja output sehingga pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran dan kinerja

program.
. Menjelaskan target kinerja output serta volume dan satuan RO
. Menjelaskan potensi dan peluang yang dimiliki serta hambatan dan tantangan yang dihadapi

dalam menghasilkan RO

AAS
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LATAR BELAKANG

KERANGKA ACUAN KERJATERM OF REFERENCE (TOR)
KELUARAN (OUTPUT) LAYANAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA

T.A. 2025

Kementerian Negara'lembaga : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl

Unit Eselon 111 : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [/ Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Satker : Lembaga Pemasyarakatan Semarang

Program ¢ 013.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program : 6.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Berkualitas

7.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis
HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien
Pemasyarakatan

8. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman
dan Tertib

Indikator Kinerja Program 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan
2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan
4

. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapiiana, Anak,
dan Tahanan

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
6. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

7. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien
Pemasyarakatan

8. Indeks Pembinaan Khusus Anak

9. Indeks Pengelolaan Basan Baran

10. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
Kegiatan . 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah

o

AAS
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LATAR BELAKANG

TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

-

Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi K/L dan kegiatan yang akan dilaksanakan

A Latar Belakang Diisi sebagaimana penjelasan di bawah
1. Dasar Hukum
2. ...
B. Penerima Manfaat Diisi sebagaimana penjelasan di bawah WHY
C. Strategi Pencapaian Keluaran Diisi sebagaimana penjelasan di bawah
1. Metode Pelaksanaan
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Diisi sebagaimana penjelasan di bawah
E. Biaya yang Diperlukan Diisi sebagaimana penjelasan di bawah

Penanggung Jawab,
Sekretaris Unit Es | an Pimpinan Unit Es I/Pejabat Es II/Kepala
Satker

MNama

(Diisi Nama Sekretaris Unit Es I/Pejabat Es lI/Kepala Satker)
NIP

(Diisi NIP Sekretaris Unit Es I/Pejabat Es ll/Kepala Satker)

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

b. Undang — Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa y 1
Pemerintah; * Tidak perlu memasukkan peraturan yang tidak

c. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan terkait dengan FungSi KL misalnya Peraturan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Megara Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845); Menteri Keuangan maupun Perdirjen Anggaran
d. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara )

pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;  Cek apakah peraturan masih berlaku? Apakah
e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl nomor : 41 tahun 2021 tentang tentang o o)

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ada kaltan nya d

Manusia
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 Cara cepat cek peratu ran:

g. Peraturan Dirjen Anggaran PER-6/AG/2021 tentang Juksunlah RKAKL DIPA https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu—no—22—tahun—2022

AAS
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LATAR BELAKANG
TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum

a.
b.

AAS

Undang — Undang Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang — Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : 41 tahun 2021 tentang tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024

Peraturan Dirjen Anggaran PER-6/AG/2021 tentang Juksunlah RKAKL DIPA

Scientia Potentia Est

Pelaksanaan program ini didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi landasan
hukum bagi sistem pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan, antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan
pada aspek pembinaan dan pemulihan narapidana sebagai bagian dari sistem
pemasyarakatan yang lebih manusiawi;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang memberikan panduan terkait
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur hak-hak warga
binaan selama menjalani masa hukuman;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang
mengatur tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pembinaan di bawah
Kemenkumham.

#KementerianKeuanganMelayani 54



-

LATAR BELAKANG
TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

2. Gambaran Umum

AAS

Hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakalan sebagai insan dan sumber daya
manusia harus diperlakukan dengan bak dan manusiawi. Kerjasama anlara petuegas dan
Warga Binaan Pemasyarakaian sangal diperlukan demi ferwujudnya suatu sisiem
pambinaan yang terpadu. Kemudian dalam pelaksanaan pembinaan di perlukan subyek
dan objek pendukung yang baik.

Sebagal salah satu core bussines dari tugas dan fungsi Pemasyarakatan,
Layanan Pembingan Marapidana harus dapat merepresentasikan iujuan dar sisiem
pemasyarakatan antara lain mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan dari
Marapidana. Warga Binaan Pemasyarakatan seielah masuk ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan berhak mengiluti pembinaan kepribadian antara lain seperti pendidikan
caramah keagamaan, pramuka, kesenian dan olahraga, pendidikan paket belajar (bagi
vang mash buta huruf), motivasi dan berbagai macam program sejenisnya sesuai dangan
standar yang felah ditetapkan olah Direkiorai Jenderal Pemasyarakatan.

Selain pembinaan  kepribadian, Warga Binaan Pemasyarakatan juga
mendapatkan Pambinaan kemandirian, fujuannya agar Warga Bimean Pemasyarakaian
dapat melanjutkan penghidupannya saat sudah kembali ke masyarakat, sehingga periu
dibakali berbagai macam keterampilan melalui berbagai macam kegiatan kerja vang ada
di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakalan membarikan berbagai
macam pelatinarvketerampdlan kera malalu swakedola ataupun kerjasama dengan pifak
luar.

Dalarm rangka melaksanakan Pembinaan Kemandirian tersebul maka Lembaga
Pemasyarakatan menyelenggarakan beberapa aktivitas sebagai barikut

5252 .B0C.008 Pembinaan Kemandirian Marapidana (SBK)
051  Perencanaan

052 Pelaksanaan Kegialan Kemandirian Marapidana

053 Ewvaluasi'Pelaporan

Scientia Potentia Est

Menjelaskan gambaran umum RO:

v
v

kegiatan yang akan dilaksanakan (what),
alasan penting/urgensi pelaksanaan
kegiatan tersebut termasuk konsekuensi
yang diterima jika kegiatan tidak
terlaksana (why),

keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan
target RO dalam mendukung
pencapaian kinerja output sehingga

pada akhirnya akan mendukung
pencapaian  sasaran dan  kinerja
program.

Menjelaskan target kinerja output serta
volume dan satuan RO

Menjelaskan potensi dan peluang vyang
dimiliki serta hambatan dan tantangan yang
dihadapi dalam menghasilkan RO

#KementerianKeuanganMelayani
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LATAR BELAKANG

TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Lembaga Pemasyarakatan |Lapas) Semarang memilikl peran statesis dalam cembinzan narpidans,
tidak hanya sebasal temear menizlani hukuman, tetel juza zzhazal wRdah BsmRinaan. wnmk
mempzsiaekan merska kembali ke masyarakat, DRlAM kanteksni program Bemiinaan Kemangditian,
Marapidang di Lapss Semarang maniadl s3ngat BRNUNE EWNA MENEWIANEL aNgke residivisms, 28t
wmmmﬁngmmmmm
S5la135 5NEAM 33530AN0 SHREkESIE Kementarian Hukum dan Hzk Aszl Mandsiz (Kamenbumbam), yakn
mewuiydkan sistem, pamasyarakatan vang humanis dan il Pembingan Kemanditan, Na@Eeidana
bertwiuan, uotk meningkatkan kuzlitas sumber davg manwsiz di dalam. Lapa: melalui eslasiban,
kessramellan, Hal ini ssialap. dansan program pRMEBintaD.vanE MENEEANKRD. BRUHNRNYA [EInteRmA.
spsial bagl mankan naraRidana, s5Ma YRRYA. pRRINskEIan pelayRnan, dan penesRkan hukum.

Program inijuga rglzvandansantaniansan vang dibadapl oleh narzRIdang, ssRRIE.sTEMS MAasRRKL
kuransmia, ksterampilan ksha. dan kesultan mensacl pekeraan. sstelah bebas Tanea adanya

besarameilan 22n hszianan mental, narapidans, batslke hamball ks parlaky vane malanagal ukum,
vang pada gkhirmya meningkatkan angka residivisme,

Yrgensl dagi program Fembinaan, Kemandidan Marzpidana di Lapss Semarang jni terletak pads
keneribusingg, dalam. mendorons. wansformasl DarRRidans menjadl individy, vang produltif dan
mandid- hslalui program pelatihan ketsrampilan vang diberikan sslama masa pembinaan, dibaraekan,
naraeidans darat memilisi bekal vang cukup untuk menialani kehidupan vang kgbih baik satslah masa
hukuman, berakhir, Program inj jugs berfunssi sehasal hagian dar rehabilitasi, narapidang, vang
mandukuns twivan besar pamasyarakatan, yaity pemulihansesial,

Pelaksanaan program jni didasarkan pada beberapa resulas vane maniadi landasan. hukum. bask
sishem. Bamasyarakatan dan pembinaan walEa hinaan. aniar lain:

1. Undang:Yndang Mamar 22 Tahun 2022 tantans. Pemasyarakalan. vane menskankan pada aspek
pemRinaan, dan pemulihan. narapidans 25323l bagian dar siztem pemasyarakalan. yang lahin

2. PMEMIE0.ERmarintzh RI Memar 31 Tahun 1999 tenians Pemkinaan, dan PembimBingan, Warss,
Ginsan Bsmasvarakaian. vang membzikan pandusn. terkait pslaksansan psmbingsn naERIHa0s,
di Lapas

3. ESIERMAD EEmETntEh. Rl Mamar 32 Tahun 1992 tenians. syarat dan Tata Cara Palaksanaan Hak
WWares, Binaan. Pemasyarakaian, vang mengatur hak-hak warsa hingzn.:zlama manjalani, masa
hukuman;

MrrsEaran Bdantoes Wolooes A WARE P Elamaese 44 Tohon 901 fnndane Sraanicses Ao Tats Boria

AAS
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LATAR BELAKANG

Untuk RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran responsif gender, dapat ditambahkan
informasi yang memuat:

1. konteks/ analisis situasi ketimpangan gender dari RO yang diusulkan, sekurangkurangnya memuat:

a. data pembuka wawasan (data terpilah gender/data statistik/data informasi lainnya berdasar isu gender
strategis yang merujuk pada pencapaian indikator PUG Nasional (Indeks Pembangunan Gender (IPG)
dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG));

b. isu kesenjangan gender (faktor kesenjangan gender yang dikaitkan dengan salah satu dari
akses/kontrol/partisipasi/manfaat antara laki- laki dan perempuan disertai penyebab dari sisi internal
dan eksternal); dan

C. reformulasi tujuan.

2. rencana aksi dari Gender Action Budget yang diusulkan, termasuk penjelasan komponen yang terkait
dengan definisi Gender Action Budget. Rencana aksi disusun menggunakan kerangka kerja logis (logic model)
yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu: outcome, output, aktivitas, dan input.

3. hasil yang diharapkan yaitu berupa dampak atau hasil secara luas dari RO yang dihasilkan dan dikaitkan
dengan isu gender untuk perbaikan ke arah kesetaraan gender

AAS #KementerianKeuanganMelayani
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LATAR BELAKANG

-

\

RO : Layanan TIK Terintegrasi

1. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Gambaran Umum

Gambaran umum diawali dengan mendeskripsikan Output kegiatan atau spesifikasi teknis yang terdiri dari jenis keluaran, nama kegiatan, volume keluaran, satuan ukur keluaran,

dimana kegiatan dilakukan dan siapa penanggung jawab kegiatan. D)

Dalam Gambaran umum perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain:

1) Latar belakang atau alasan yang mendasari perlunya output kegiatan ini terhadap prioritas organisasi.

a. Alasan pentingnya output kegiatan ini dilakukan
b. Kenapa output kegiatan ini menjadi prioritas untuk diberi alokasi anggaran
c. Jika output kegiatan ini tidak terlaksana, konsekuensi apa yang terjadi (worst case scenario)

2) Identifikasi stakeholder dan uraikan kebutuhan stakeholder
3) Jelaskan apa saja batasan pekerjaan yang akan dilakukan (scope activities and deliverables kegiatan) dengan memperhatikan:

» Kondisi existing sistem dan kebutuhan pembangunan/pengembangan sistem

» Roadmap pembangunan/pengembangan sistem yang memuat antara lain jangka waktu, uraian, ruang lingkup, dan kebutuhan anggaran pembangunan/pengembangan sistem
per tahun.

4) Tujuan berupa pernyataan konkrit apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Tujuan harus spesifik, komprehensif, terukur, realistis, dan terikat waktu. Deskripsikan. Sasaran atau

Outcome yang ingin dicapai jika kegiatan ini terlaksana. Deskripsikan secara singkat, jelas, dan padat.

Y

AAS
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LATAR BELAKANG

RO : Gedung Bangunan

1. Dasar Hukum 1
Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Gambaran Umum
Gambaran umum diawali dengan mendeskripsikan Output kegiatan atau spesifikasi teknis yang terdiri dari jenis keluaran, nama kegiatan, volume keluaran, satuan ukur keluaran, ‘
. dimana kegiatan dilakukan dan siapa penanggung jawab kegiatan. )
Dalam Gambaran umum perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain: \

1) Latar belakang atau alasan yang mendasari perlunya output kegiatan ini terhadap prioritas organisasi.
a. Alasan pentingnya output kegiatan ini dilakukan
* Jika pembangunan gedung baru/renovasi/rehabilitasi/ restorasi, jelaskan keadaan yang ada sekarang yang menjadi alasan perlu adanya pembangunan

* Jika kegiatan dilakukan secara multiyears maka perlu dijelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan per tahunnya atau jika telah ada pekerjaan di tahun sebelumnya maka
dijelaskan progress yang telah ada

b. Kenapa output kegiatan ini menjadi prioritas untuk diberi alokasi anggaran
c. Jika output kegiatan ini tidak terlaksana, konsekuensi apa yang terjadi (worst case scenario)
2) Identifikasi stakeholder dan uraikan kebutuhan stakeholder
3) lJelaskan apa saja batasan pekerjaan yang akan dilakukan (scope activities and deliverables kegiatan) dengan memperhatikan:
» Keadaan aset tercatat di laporan aset, jumlah pegawai dan jumlah stakeholder (untuk kantor pelayanan.
» Komponen atau sarana pendukung dari bangunan seperti jaringan, meubelair, fire sprinkler system, halaman, parkir, pagar, dan lain-lain.

4) Tujuan berupa pernyataan konkrit apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Tujuan harus spesifik, komprehensif, terukur, realistis, dan terikat waktu. Deskripsikan. Sasaran atau
Outcome yang ingin dicapai jika kegiatan ini terlaksana. Deskripsikan secara singkat, jelas, dan padat.

AAS

Sclonia Poentia st #KementerianKeuanganMelayani 59




\

.

2. Gambaran Umum

LATAR BELAKANG

RO : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran/Kendaraan bermotor

1. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Gambaran umum diawali dengan mendeskripsikan Output kegiatan atau spesifikasi teknis yang terdiri dari jenis keluaran, nama kegiatan, volume keluaran, satuan ukur keluaran, J
dimana kegiatan dilakukan dan siapa penanggung jawab kegiatan. y)

Dalam Gambaran umum perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain: \
1) Latar belakang atau alasan yang mendasari perlunya output kegiatan ini terhadap prioritas organisasi.
a. Alasan pentingnya output kegiatan ini dilakukan
b. Kenapa output kegiatan ini menjadi prioritas untuk diberi alokasi anggaran
c. lJika output kegiatan ini tidak terlaksana, konsekuensi apa yang terjadi (worst case scenario)
2) Identifikasi stakeholder dan uraikan kebutuhan stakeholder yang disesuaikan dengan
o Keadaan aset yang tercatat di SIMAK-BMN dengan menguraikan statistik aset dan keadaan aset.
Analisis kebutuhan yang berisi standar kebutuhan aset, jumlah dan kondisi aset, dan jumlah kebutuhan aset
Jumlah pegawai
Roadmap kebutuhan aset dalam 5 tahun ke depan
Perkiraan umur aset
Spesifikasi teknis aset yang dibutuhkan

0O O O O O O

Pemanfaatan aset (tingkat utilitas) khusus untuk server dan storage
o lJika pembelian baru untuk pergantian, maka jelaskan progress proses penghapusan

3) Tujuan berupa pernyataan konkrit apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Tujuan harus spesifik, komprehensif, terukur, realistis, dan terikat waktu. Deskripsikan. Sasaran atau Outcome yang ingin
dicapai jika kegiatan ini terlaksana secara singkat, jelas, dan padat. ) |
/)

AAS
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Memperhatikan:

» prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
* aspek pengadaan berkelanjutan;

* penilaian prioritas kebutuhan;

* barang/jasa pada katalog elektronik;

* Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

* barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Memperhatikan:

* & & & & & & & & & S S & S S S S S S 5 ® °© 5 5 > °

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021

AAS
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Kemudahan memperoleh barang/jasa di pasaran;
TKDN;

Kesesuaian Barang/jasa (jenis, fungsi, ukuran);
Pihak yang memerlukan (terkait dengan spesifikasi);

Persyaratan lain (pengiriman, pengangkutan, pemasangan,
pengujian, pelatihan,dll)
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KONSTRUKSI

Dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum
persiapan pengadaan melalui Penyedia.

PermenPUPR - Kecuali ;
22/PRT/M/201 a. Menggunakan pengadaan langsung
8 Tahun 2018 b. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan

penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu
lama; dan/atau

C. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan detailed
engineering design konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup

Untuk perencanaan Pekerjaan Konstruksi, dalam identifikasi kebutuhan dilakukan dengan
memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan memerlukan lahan, disyaratkan sebagai berikut:

1. pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi. Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan lahan, maka penyelesaian
administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah,
harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan;

apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
termasuk untuk akses menuju ke lokasiPekerjaan Konstruksi, memerlukan ijin pemanfaatan
tanah, maka pengurusan ijin tersebut harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan
penyedia barang/jasa diterbitkan.

AAS #KementerianKeuanganMelayani
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KONSTRUKSI

Peraturan LKPP * |dentifikasi kebutuhan barang/jasa dengan

Nomor 11 mempertimbangkan
Tahun 2021 a. besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu
organisasi;

b. beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau
c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

* |dentifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/
dikuasai dapat menggunakan:

a. data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD);
dan/atau

b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-

masing unit/satuan kerja Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah
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KONTRAK TAHUN JAMAK

@ Pengertian
- Penyelesaiannya lebih 12 bulan atau
lebih dari 1 TA
- Memberi manfaat lebih Dbila
dikontrakkan lebih 1 tahun
- Kontrak kurang 12 bulan tetapi
membebani lebih 1 TA . '

@ Batasan

- Pekerjaan Konstruksi s.d. 200
M dan non Pekerjaan
Konstruksi s.d. 20 M oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/

PA
- Semula direncanakan tahun tunggal Kfec-uali bfersumber . .dar?
menjadi tahun jamak apabila terjadi pinjaman/ hibah dan dibiayai
dari SBSN

keadaan kahar

@ Ketentuan

- Pekerjaan Kontruksi telah memnuhi kelayakan teknis

- Alokasi sudah tercantum di RKAKL

Rencana Pelaksanaan tahunan dicantumkan dalam prakiraan maju
Untuk pekerjan yang semula direncanakan tahun tunggal telah
dilengkapi surat pernyataan KPA

AAS
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ANALISA STANDAR KEBUTUHAN

1.Usulan anggaran belanja modal harus berdasarkan analisis kebutuhan dan memperhatikan aset-aset yang tercatat
di SIMAK BMN

2.Usulan anggaran belanja modal harus dilengkapi dengan TOR/RAB dan dokumen pendukung dukung serta
memperhatikan kesiapan satker dalam pelaksanaan belanja.

Standar /Kebutuhan Kuantitas saat ini Kekurangan

Analisa

Standar
Kebutuhan

/

Ini alasan diajukan
proposal pengadaan

BMN

AAS
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MENYIAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS

Kebijakan Spesifikasi Barang/Jasa

Produk usaha

Produksi dalam Produksi ramah mikro serta Boleh sebut

negeri FEeils el lingkungan koperasi hasil Merek*

produksi DN

.
.
. -
.
. * .
.

.
.
.
-
s *
s
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
o
.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

* Komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa
dalam katalog elektronik/Toko daring.
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PENERIMA MANFAAT

Bagian ini memuat sasaran penerima manfaat kegiatan. Sasaran penerima manfaat
dapat berasal dari internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga.
Contoh : pegawai, wajib pajak, mahasiswa.
* Uraikan manfaat yang diterima masing-masing stakeholder
 untuk RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran
responsif gender, ditambahkan informasi mengenai data terpilah dari stakeholder
berdasarkan jenis kelamin/ daerah/kelompok umur

B. Penerima Manfaal

1. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagal subjek sekaligus objek pelaksamaan Sistem
Pemasyarakalan:;

2. Petugas Pemasyarakatan sebagai pelaksana Fungsi Pemasyarakatan,

AAS
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PENERIMA MANFAAT

B Bensrima Manfat

Frogram Eembinaan, Kemandisian, Marepidana di Lembaga Pemasyarakatan, (Lagas) Semarang tigsk
hamyz memberikan manfaas bagl naragidans vare menjsdl passna langsyns, tetagl juza mamiliki
dampak. eaitit bagi barkasal pihak lain vang terliat atay barintsrakil denean narapidans. Barkuk
adzlah beberapa pensrima manfaat vang (glevan:

1. Natapidana EssRiia Program

Marepidanz. vanz menghutl program ol akan memmsrsled salatinan kstsramelan vang
barzgam, vang dapat maniadi bekal bagimerska uniuk menzar REkeriRa0 st mamylal vsaha.
mangir setzlzh Bsbas. Hal Inl berwivan, wnkk meminimaliszsl porsnsl kemball teiemumus
dalam tindakan krimingl Lesidisme)-

b. Eeninskaian Kepsrcayssn Dir d=n kesiapan Mentsl
35130, setaramellan, tehnis. program uauugﬁ mmmhmm LEREIRETEEN S
diri, kesiapan mental, dan ganEEy : ehiduean di lyar Lapas secars lebih,
ik 4=n mandicl

€. KgsRmesian Bainisses] sosisl
Denzan ketsrampilan, vang dipsralsh. nararidans akan memilikl kassmaaian b hesar unfuk
Siterima kembal.oleh mazyarakat dan terlibak dalam kerisian sasial dan shpoamlsatelah masa

8. Dukunean Keluares
Kelyarza, narapidana juza menjdi psnedime manfast secars tidak langsune, karena,
ksbherhasilan narspidans dalam, program pemkingan ini akan mengurangi beban psikalogis dan
gkpnami. ksluarss. Genzan kstsrampilan, vans dimilk, nararidana. daRat lsbib musdsh
menafkahi keluargs satelah dibehaskan

b. Rsztoresi Hubunsan,
Program jnj berpatensimemperbaiki nubungan narspidana dengsn keluarss melelvi penzystan.
ksmampyan marska untuk meniadi pribadi vane mandin dan beranssuns izuab.

3. Masyarakat

8. Kgamanan dan Kefertiban Sosial
ndslalui pambingan vane sfekiil narapidang akan lRRihsiae unt kambali ks masyarakat tanRs
menimbulken, agcEman bsgl ksameEnan. Esmbinssn. ol membanty mengwEnzi angka
fesidivisme, yang pada aghimyg berkentribusi terhadag peninskaian keamanan dan ketartiban,
sa3ial

AAS
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran

e Metode Pelaksanaan
e Menjelaskan metode pelaksanaan (how) secara kontraktual atau swakelola.
e Apabila dilaksanakan secara swakelola perlu dijelaskan metode swakelola yang dilakukan:

e Tipe | > Swakelola yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD)
penanggung jawab anggaran Penanggung Jawab Anggaran;

e Tipe Il Swakelola yang dilakukan oleh K/L/PD lain yang melaksanakan swakelola, dengan
pengawasan dan perencanaan dari K/L/PD penanggung jawab anggaran;

* Tipe lllI->Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) pelaksana swakelola, dengan
pengawasan dan perencanaan dari K/L/PD penanggung jawab anggaran

e Tipe IV > Swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, dengan
pengawasan dan perencanaan dari K/L/PD penanggung jawab anggaran. Swakelola ini bisa juga
dilakukan berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat.

AAS
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran

e Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

e Menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan, berisi alur kegiatan yang akan dilaksanakan, pelaksana
kegiatan (who), sumber daya/alat yang dibutuhkan, dan detil kegiatan yang membutuhkan biaya dalam
pencapaian RO serta matriks jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (when). Strategi pencapaian keluaran
harus dapat menggambarkan komponen biaya dalam RAB.

e Kurun Waktu Pencapaian Keluaran, menjelaskan total jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai
target RO yang ditetapkan (when

e Adapun untuk belanja modal, penyusunan tahapan dan waktu pelaksanaan pencapaian RO Belanja
Modal agar dapat didetilkan sebagaimana format berikut

AAS
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Cara Pengadaan

Oleh Penanggung

Jawab Anggaran Swakelola Penyedia
™ Lo b )
Oleh Instansi
Swakelola Pemerintah
- Lainnya i

Oleh Ormas f ) Penyusunan Spesifikasi/KAK

, Penetapan Tipe Swakelola
Strategi Oleh Pokmas | ) Penyusunan Perkiraan
r x Biaya/RAB
Jenis pengadaan Penyusunan Spesifikasi/KAK Pemaketan PB)J
Melalui Penyedia - 3 .
B/ Penyusunan Perkiraan Konsolidasi PBJ
Pemaketan L Biaya/RAB )

Penyusunan Biaya Pendukung

AAS
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

-

C. Sirategi Pencapaian keluaran
1. Metode Pelaksanaan (Swakelola)
5252 BDC.006 Pambinaan Kemandiran Marapidana (SBK)

» 051 Perencanaan : yailu di lakukan rapal persiapan dan perencanaan pambinaan
kemandirian, kegiatan apa saja, berapa orang, slapa saja vang di ikut sertakan,
dsb. Dilaksanakan secara swakelola.

# (52, Pelaksanaan HKegiatan Kemandirian Marapidana, pelaksanaan kegiatan
pembinaan kemandirian yang di berikan kepada WBP. Dilaksanakan secara
swakelola dan koniraktual dengan pihak ke-3.

¢« (53. Evaluasi'Pelaporan, yaitu di evaluasi atas kegiatan pembinaan kemandirian
vang telah di laksanakan, perbalkan apa vang mesti di lakukan. Dilaksanakan
secara swakelola.

AAS
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2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

5252.BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana (SBK)
= Tahapan 031 Perancanaan : yaitu di lakukan rapat persiapan dan perencanaan
pembinaan kemandirian, kegiatan apa saja, berapa orang, siapa saja yang di ikut
sarlakan, dsb.
= Tahapan 052. Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian Marapidana, palaksanaan
kegiatan pambinaan kemandirian yang di berikan kepada WBP
* Tahapan 053. Evaluasi/Pelaporan, yailu di evaluasi alas kegiatan pembinaan
kemandirian yang telah di laksanakan. perbaikan apa yang mesti di lakukan,
miemibuat laporan.

1} Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

5252.B0C | Pembinaan Kemandirian
006 Marapidana (SBK)
051 Perencanaan )
AL DA A [ A A ] A +
0s2 Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian )
Marapidana SN I IR IR U IRV (R A -\.'
053 Evaluasi / Palaporan :
U I NV YA I B T Y Y A W
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

C.  strategi Pencapaian keluarzn
1. MssodsPelaksanaan
higtads. palaksanaan unikk program ini adalah se@Ekelala ting | vang berarsl ssluruh, kegiasan,
mulal d3d esrancanzan. eslaksansan, hingER pensawasan dilaksapakan oleh Lembaga
Esmasiarakatan. semarang 130Ra Malikatkan pinak skatameal Bkt tingian palakaRnaanous:
2. PRrgnsanzan Eambinaan kemandicizn Nareiiang
Lapas semarang bekers sama danean, tm internzl yang terdil darl para pegawal vang
berkpmesten. o bidang esmpinzan DarERIMaDG. Tim inl 3kAn bamianssuns iRweb. dalam
Banyusnnan madul eslatihan, esane ksgizian. dan khutuhan sumBsr S
Paneawasan AaiRnsanaan jues dilakusan oleh tim internal Lapgs uniuk memasiikan bahue
program s2sual dansan praspdur dan kshilakan vans berlaky KsRiERED vans dilkukan pada
tahapan.ini adzlah s5Rasal harikys:
Idsnsifikzsel naragidang vans memanuhl sritaria untik mangikyt program.
Eenyuzinan masul dan kurikylum pslatiban sessmmelan,
Eanysdizan fasilitas 4an alat vang dibuiunkan,
Samesnen. Blewa: mwm zﬂmmgﬁm&uﬁum kardinasl

b. Pelaksanaan Fembinaan kemandiian MaReidana

Tim inztoekiur internal dari Laggs Semarang densan bantuan tenaga ahil vane diupdang dar
dinzs terkalt ataw pibak swzkslola vang komgeten di bidang kslsameilan teknis ssRRGi
Penzawasan kagiatan pelatiban, dilzkukan oleh pensawas internal Lapas untuk memasiikan,
kglansRrEn dan kyalias pelasihan. Ksgiamn vang dilzkukan pade RhaRan ini adsiah sebagal
HEI-IEHF

*  pelaksanaan pelashan, ksierameilan teknis. bagl Darapidans di mana pesgOA akan

digiarkan keisrameilan vang dagat disunzkan seislah bebas.
*  Penysdiaznalat dan bahan prakisk vang relevan dansan exlatihan veng dibsrikan:
*  Kampanen. Bizys: Termasnk honorarium ipstruktur, pembslizn alat dan bahan univk

AAS
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

e Jelaskan komponen dan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
e |dentifikasi dan uraikan pekerjaan/ milestone dari tiap komponen secara detail.

e Uraikan batas waktu tiap tahapan komponen kemudian uraikan waktu tiap tahapan pekerjaan/
milestone yang harus diselesaikan.

e Uraikan waktu proses pengadaan dari tiap komponen.
e Uraikan dokumen pendukung yang telah disiapkan dan atau dalam proses perijinan

e Uraikan bentuk monitoring dan evaluasi atas pekerjaan terdiri dari siapa yang memonitoring dan
mengevaluasi, kapan dan bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi.

e Jelaskan dan identifikasi kriteria sukses dari Output Kegiatan yang berupa kriteria penentu berhasilnya
kegiatan ini.

e |dentifikasi dan jelaskan kendala serta analisa potensi resiko yang mungkin akan timbul baik oleh
lingkungan sekitar atau oleh lingkup intern satker misalnya inefisiensi, terbatasnya sumber daya,
melewati batas waktu pekerjaan, gagal lelang, kesulitan penyedia barang dan jasa, perijinan, status
BMN, persiapan pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Deskripsikan strategi meminimalisir
potensi resiko atau mitigasi atas potensi resiko tersebut.
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran :

RO Layanan Internal : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran/Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi/ Kendaraan
Bermotor

e Jelaskan komponen dan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
e |dentifikasi dan uraikan pekerjaan/ milestone dari tiap komponen secara detail.

e Uraikan batas waktu tiap tahapan komponen kemudian uraikan waktu tiap tahapan pekerjaan/ milestone yang harus
diselesaikan.

e Uraikan waktu proses pengadaan dari tiap komponen.
e Uraikan dokumen pendukung yang telah disiapkan dan atau dalam proses perijinan

e Uraikan bentuk monitoring dan evaluasi atas pekerjaan terdiri dari siapa yang memonitoring dan mengevaluasi,
kapan dan bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi.

e Jelaskan dan identifikasi kriteria sukses dari Output Kegiatan yang berupa kriteria penentu berhasilnya kegiatan ini.

e |dentifikasi dan jelaskan kendala serta analisa potensi resiko yang mungkin akan timbul baik oleh lingkungan sekitar
atau oleh lingkup intern satker misalnya inefisiensi, terbatasnya sumber daya, melewati batas waktu pekerjaan, gagal
lelang, kesulitan penyedia barang dan jasa, perijinan, status BMN, persiapan pengadaan barang dan jasa dan lain
sebagainya. Deskripsikan strategi meminimalisir potensi resiko atau mitigasi atas potensi resiko tersebut.

AAS
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

B Be=lamia FModal

- BELAMNIA RADDAL HORSTRLUIESI]
Homnsultan Perencamns
= HLIF
- Femilihan Penyedis BEFl
- Fenandstang=nan Eorbrak
- FPelaksanasm
- Se=rabh Terima Pelkerjesm
Eonsultan FPencawas Manajem-en
Koo b besi
= HLIF
- Femilihan FPenyedia Efl
- FPenandsatanganan Eombrak

- FPelaksanasm

- Se=rabh Terima Pelkerjesm
Honstruksi Fisik

= HLIF

- Femilihan Penyedis BEFl

- FPenandsatanganan Eombrak

- Pelaksanaam
- Se=rabh Terima Pelkerjesm
- Retersl Pemeliharaan
Ferng=lolaam Eemiatan

= BELAMNIS RADODAL FROM KODONSTRLUIESI]
= HLIF
- FPemilihan Fenyedia BF]

- FPenandstangssnan Ecrbrak
- Pelaksanassm

AA‘ -  Serah Terima Pelkerfaan
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PERHATIAN KETIKA PENYUSUNAN JADWAL

KETERSEDIAAN DANA

OPERASIONAL <

PELAKSANAAN KEGIATAN

NON OPERASIONAL <

CUACA ATAU KONDISI LINGKUNGAN

KONTRAKTUAL <

NON KONTRAKTUAL < /

<«

CARA PENGADAAN

AAS
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IKPA dan Sasaran Perbaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

ASPEK INDIKATOR KINERJA SASARAN PERBAIKAN KINERJA PA
. . »  Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui
Aspek Kualitas Revisi DIPA (10%) : ° =
pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran.
Perencanaan »  Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana
Pelaksanaan Anggaran Deviasi Hal Il DIPA (15%) per Jenis Belanja per bulan.
»  Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola
Penyera pan Angga ran (20%) J penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan.
[ »  Mendorong percepatan penandatanganan dan belanja kontraktual
ASpek Kualitas Belanja Kontraktual (10%) pada periode awal triwulan.
Implementasi
p | k A ) »  Mendorongpercepatanpembayaranbelanjakontraktual
sleleeineEn AnEEEEn Penyelesaian Tagihan (10%)
- )
o N » Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP,
PengeIOIaan UP & TUP (106) optimalisasi penggunaan UP dan TUP, dan mendorong penggunaan UP KKP
< »  Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan
Dispensasi SPM (Pengurang Nilai |KPA) mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun
[ \ J anggaran
Aspek Kualitas Hasil . ) N »  Mendorong partisipasipelaporandan akselerasi pencapaianoutput
Capaian Output (25%) berkualitas
Pelaksanaan Anggaran )
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PERHATIAN KETIKA PENYUSUNAN JADWAL
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Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kacau! Sri Mulyani
Ungkap Belanja Daerah Banyak Diecer-ecer dan Dikebut di Akhir
Tahun”, Klik selengkapnya di sini:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211207/10/1474881/kacau-sri-
mulyani-ungkap-belanja-daerah-banyak-diecer-ecer-dan-dikebut-di-
akhir-tahun.
ANSP

Scientia Potentia Est

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan
terdapat kebiasaan buruk pemerintah yakni belanja yang tertumpu di akhir tahun,
sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan dana di daerah. Menurutnya, hal
tersebut bukan hanya membebani fiskal, tetapi juga tidak memberikan manfaat bagi
masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR
untuk pembicaraan tingkat Il atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah atau RUU HKPD.

Menurut Sri Mulyani, desentralisasi fiskal yang belum optimal menjadi salah satu
dasar pemerintah mendorong UU HKPD. Salah satu masalah yang menjadi sorotannya
adalah kualitas belanja pemerintah daerah, padahal alokasi transfer ke daerah dan
dana desa (TKDD) naik pesat dari Rp523 triliun pada 2013 menjadi Rp795 triliun pada
2021.

Dia menilai bahwa belanja daerah masih belum fokus dan efisien. Hal tersebut
tergambar dari banyaknya program pemerintah daerah, yakni 29.623 jenis program
dan 263.135 jenis kegiatan, tetapi dampaknya minim bagi masyarakat.

"Makanya terjadi kegiatan yang sangat kecil-kecil yang dampaknya sangat minimal,
bahkan tidak dirasakan [oleh masyarakat]. Kalau istilah Bapak Presiden, uangnya

diecer-ecer," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat paripurna, Selasa
(7/12/2021).
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PERHATIAN KETIKA PENYUSUNAN JADWAL

* Pola penarikan dana yang merata dari bulan ke bulan dalam 1 tahun.

i  Pola merata ini dapat terjadi karena pagu anggaran dibagi 12 sehingga

l alokasi tiap bulannya sama.

bulan/triwulan

* Pola RPD yang direncanakan rendah penarikan di awal namun memuncak
P di akhir tahun seperti layaknya ekor kalajengking.
*+ Pola tersebut dipandang tidak dapat menunjang peran APBN sebagai

instrumen fiskal karena dapat memberikan tekanan perekonomian dengan

: . : : - S
S dana yang berlebih pada akhir tahun sehingga perekonomian menjadi “over

heat”.

Rogiah  Pola rendah di awal tahun karena masih dalam tahap persiapan, kemudian mulai
| meningkat pada pertengahan tahun karena sudah dalam tahap pelaksanaan
kegiatan, dan menurun di akhir tahun karena mulai memasuki tahap penyelesaian.

* Pola ini dianggap pola penarikan dana yang ideal dan dipandang dapat menunjang

peran APBN karena memberikan multiplier effect dalam menggerakan perekonomian

nasional.

AAS
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w
Waktu Pencapaian Keluaran .

e Diisi dengan jangka waktu kapan pencapaian Output
dimaksud harus diselesaikan (selama... hari atau
selama... bulan) yang terhitung sejak bulan xxx sampai
dengan bulan yyy

D. Kurun wakiu Pencapaian Keluaran
Pelaksanaan HKegiatan pada Rincian Output Pembinaan Kemandirian Marapidana (SBK)
dilaksanakan dalam kurun wakiu 12 bulan selama tahun anggaran 2025
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KURUN WAKTU PENCAPAIAN

2.  Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Eslaksanaan program gibaz meniadi bz taharan utama, vang diring sshasal barkul:
2. Tahap Psrensanaan Esmbingan Kemandirian Maraeidans (Buan 1)
Alur Kegistan:
Pembeniukan tim perensanzan dan kgardingsl internal.
Panyysnnan izdwal kegiatan kurikulum eslatinan, 4an madul esmbslaizian.
Fanzadaan alat 9an bahan eslasihan,
Pelaksana Kegiakan: Tim gerencang internal Lgpas Semarang.
Sumber Dava/alat: Tenags perencana, mady! pslatihan, ruang ragas.

b. I?Jlﬂﬂﬂﬂ]ﬂhiiﬂﬁiﬂ Eambinaan kemandiran Maraeidana (Bulan 2-4)
Alur KeEigkan:
Palaksanaan pelatihan keterampilan selama 3 bylan, densan sesitegr dan prakielk
Eemberian tuess dan gyalyaz berkala szlama eslatiban, univk memastikan peseria mamaham,
ksterampilan vang digjarkan,
Ealakizng Kegiakan: Instruktyr internal dan tenaga ahliskstemal.
sumber Daya/alat: instruktur, uang pelatinan, algt den bahap prakiek
Kampgnen Biaya: Hengr instouktur, biaya alat pelatiban, konsumsi pesaria.

c. Tahap Evalugsl dan Pelaperan Bslaksanaan Esmbinaan kemandifizn Narapidana (Bylan 5-6)
Alur Kegistan:
Exaluzsi ksterampilan narapidana. melalul tes praktik atay penilaian hasil keria-
Eenyusunan [3earan hasilpelatinan dan rekemendas.
EENURYRAD, Program Janean esnyerahan sartifikat kepada pssR0a vang hexhasil
Eglaksana Kegiakan: Tim gyaluasi dan pelaperan internal Lapgs,
Sumbar Devasalat: Formulir evaluasi, 1eNsEs adminisiras
Kampgnen Biaya: Biaya adminisirasi, pencetakan sartfikat, dan [3poran akhir.

AAS

Scientia otentia Et #KementerianKeuanganMelayani 85



KURUN WAKTU PENCAPAIAN

Format penyusunan Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dalam KAK/TOR

Sifat Wiralstu
taubna ™
Tahapan/lkomponen Kkegiatan _.I'PE:P} 201X ToNx
[E e = = [ ] = <=
E|l =2 E|l BB 2|2 2 Bl =B =&
- Belanja Modal Konstrulsi
Foo s I sy (P e i 203
- RUP

- Peamiliharn FPeryedia B/

— FPenandatanganan Konbrak

= Felaksanaam

- Seralh Terma Pekerjaan
Eonsultan Pengawss) Manajermnmen
Eonstruksi

- RILUP

- Pemilibhan Penyaedia B/

- Pemnandatanganan Kontralc

= Pelaksarm=an

- Serabl Terima Pekerjaan
kKonstruksi Flsik

- RUF

- FPemilibhan Penyedia BT

= Penandatangarnan Kontrak

- Pelaksanaan

- Serah Terima Pelkerjaan

- RetensiffPermelibharasm i
B. EBEslanja Modal Nomn Konstrekss
- Rl

- Pemilinan Penyedia BfJ

= Fenandatanganan Kormtrak

I - Palaksamaar

Saerah Terima FPekerjaan

Keterangan:BL) [Biaya Utama ), BF { Biayva Pendukung)
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' BIAYA YANG DIKELUARKAN

-

Biaya Yang Diperlukan

e Diisi total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian
keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai
dengan RAB terlampir
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PENGAYOMAN

RINCIAN ANGGARAN
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

RAB merupakan dokumen pendukung dari KAK/TOR yang menjelaskan rincian perhitungan
biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran (Output) pada level Klasifikasi Rincian
Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

Hasil penyusunan RAB dijadikan dasar besaran alokasi anggaran dengan akun dan detil belanja

sesuai dengan kebutuhannya sehingga memberikan informasi penghitungan unit cost untuk
setiap RO yang dihasilkan.

RAB disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan
besaran satuan biaya dari setiap komponen suatu kegiatan

FUNGSI Alat menghitung total biaya atas suatu capaian
targeT kinerja dalam TOR

AAS
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Hal-hal yang perlu diperhatikan !

1. RAB disusun untuk setiap KAK/TOR pada level RO;

2. RAB menjelasakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pencapaian keluaran di dalam
KAK/TOR;

3. RAB memuat informasi terkait uraian
a) RO, Header (Opsional), Akun dan Detail,

b) Volume RO,

c) Rincian Perhitungan,
d) Harga Satuan dan

e) Jumlah;

4. Harga satuan yang digunakan mengacu pada Satuan Biaya Masukan yang berlaku, Indeks harga
satuan, Price list harga pasar/ e-katalog dan/atau persetujuan Standar Biaya Masukan Lainnya yang
telah ditetapkan.

5. RAB memuat antara lain rincian biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Rincian Output (RO)
berdasarkan volume dan satuan yang dapat diukur sehingga dapat dihitung biaya per unit RO (unit
cost).

AAS
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
RINCIAN OUTPUT TA 2021

Kementerian Negara/Lembaga : 05. Kementerian Keuangan
Unit Eselon Il/Satker : Sekretariat Badan
Program : 01. Program Dukungan Manajemen Program
Sasaran Program : 01. Organisasi dan SDM yang Optimal
Indikator Kinerja Program : 01. Tingkat implementasi learning organization
Keluaran (Output) : 01. Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian Kegiata n
Indikator Kinerja Output :0
Kegiatan 4
SASARAN KEGIATAN : 01. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan : 01. Persentase penyelesaian delayering
: 02. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya
: 03. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat mini KR O
Klasisfikasi Rincian Output : Layanan SDM RO
Rincian Output : Digital Learning Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara
Volume Output P
Satuan Ukur : Jamlator
Alokasi Dana : RpO
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE AKTIVITAS/ NAMA AKUN URAIAN DETAIL BELANJA VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH
Satuan X Satuan X Satuan X Satuan
521211 [Belania Bahan
1 |Konsumsi Rapat
Kemponen a. Makan Orang X 1|Kali 5 OK 37,600
a. Snack . ) Orang X 1|Kali 5 OK 17,600
2 |Rapat Kelulusan Detil BelanJa
a. Snack 5|Orang X 1|Kali 5 OK 17,600
3|Konsumsi Ujian Peserta
a. Snack 30|Orang X 1|Kali 30 OK 17,600
524113 [Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1 [Transport Rapat Persiapan (Dari Luar Kantor) 2|Orang 1|Kali 2 OK 150,000
2 |Transport Pengajar (Dari Luar Kantor) 2|Orang X 1|Kali . 2 OK 150,000
3 [Transport Rapat Kelulusan (Dari Luar Kantor) 2|Orang 1|Kali 59 2 OK 150,000
521219 |[Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1 |Honorarium Administrator Pelatihan E-Learning 1|Orang X 5|Hari 5 OH 50,000
522151 [Belanja Jasa Profesi
1 [Honorarium Pengajar Internal BPPK 2|Orang X 3|JP 6 OJ 100,000
2 |Honorarium Pengajar Eksternal 2|Orang X 3|JP 6 OJ 275,000
aran

AAS
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

RINCIAN KERTAS KERJA SATHKER T A 20XX

FETTrr— (Bensikan Nama /7L beserta kodeniya)

AAS

Scientia Potentia Est

#KementerianKeuanganMelayani

a8 H b= = |
EMENTERIAN NEJARA ) LEMBACA
b. X e (Berizikan Nama unit esslon I beserta kodenga)
NIT ORCGANISASDI]
(=N B OOENEE] ... (Ben=ikan Nama Satfherbeserta kodansa)
NIT KERJA
efl, = 25 o (Bersdican Alokasi Satker
LOKASI
Halaman :
| Sy
FROCGREAM KECGIATAN/ QLITELTY ALOKASI ANGGARAN TA 20XX e
RODE HOMPOMNEN/ AKUN BELAMNIAY DETIL
BELAMN.TA VOLUME HARGA SATLIAN JUMLAR
BIAY A
(1 (2§ 3 (#) L=
Mxm.mxxw | Program 1 ... fEsﬁm_;‘ﬁart rurRLSarT Progreenot) 9. 999 955 o 999 999 Program
oaxx | Kegiatan 1 ... [Berizdlnn rnimusan Kes Kegiatan =TaToR =T =T o, g0 Qo
wxx | KRCO 1 .. (Berisiboar: rumusan KROJ 90 sat h 9.9090 9%
x| ROV L . [Berisican rumesaen [RO0) 99 sat] =TT ] 9.9049. 99
x| Komporven 1. (berdsifoan rumusan kompores Komponen 5. O00_ oD 00999 900
duwmich Komponen ... (Utamsasf Penduloung] O.ogg gao 0. 090 90
ook | Lfrsadern aboure Bnaloerefes Akun Belanja 9.999.99% 9999, 99
———— 0000.908|  9.009.05
mooooe | Diradare akurn belamja 9.0909 099 S.O0G. 900
S D909 _go0 S, 999,99
o | Kompoanen 2... (berisikan uraion bergpronen)] Q.999 999 9.9%9, 99
-
ax | RO 2 . [Berisifcan rumsan RO 99 sat 9.900.995 9.999.99
I
oo | RO 2 ... [Serismkan rumusan KR 99 =af o 999 999 O, 0 GO
s | Hoegiatarns 2....... (B erisikar uratan reama e} | 9. 500,000 T_ooE SIS
oty | Program 2 ... (Bersiian ramosan Progranf 0,995 000 9,555 50
- I
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521811

521811

051

21811

AAS
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OISR S DI A | S|

Pemenuhan Sarana Makan Minum

lanj ran igan K
(KPPN.026-Semarang | )

- Penyediaan peralatan makan minum

- Penyediaan peralatan dapur

Bel I izan m

{KPPN.026-Semarang | )

Kegiatan penyediaan perlengkapan khusus kelompak
rentan

Penegakan Keamanan dan Ketertiban
Penegakan keamanan dan ketertiban

- Kebutuhan razia, penggeledahan dan gangguan kamitib

Kesehatan Pegawai

(KPPN.026-Semarang | )
- Pemendhan kebutuhan obat-obatan pegawal

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

1545.0 napi
1.0 thn

1.0 thn

1.0 thn

1.0 thi

50,000
272,115,000

80,808,000

10,955,000

15,000,000

349,365,000
349,365,000 R

7,250,000
272,115,000

80,808,000 Fend

80,608,000

10,955,000 | U
10,955,000
10,955,000 Rd

10,955,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000

Perlu penjelasan lebih detil

#KementerianKeuanganMelayani
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Perlengkapan Khusus Kelomgok Rentan

521811 |- Belanja Barang Persediaan Barang K

Kegiatan pemenuban
perlengkapan khusus bagi
kobompok rentan nada Lanas

usi

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

&0.808.000

Ergiatan Pemyediaan Perlengkapan Khusus
Kelompaok Rentan

1 Tahun x Rp.80.453.000,-

Takhun

B0.B0A 000

BOE08.000

Jamuan Tamu
521211 - Belanja Bahan

Perlu penjelasan lebih detil

102.032.000

Jamuan Tamu

1 Tahun x Rp. 101.583.000.-

=

Tahun

1 102032 000

102,032 000

AAS

Scientia Potentia Est
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522141

Belanja Sewa

(KFPN.028-Semarang | )

Sewa Auditorium/Gedung Verifikasi Berkas Asli dan
Kartu Ujian Peserta [1 PKT]

- Sewa Auditorium/Gedung SKD CAT [1 PKT]
- Sewa Lapangan Seleksi Kompetensi Bidang [1 PKT]

AAS
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

1.0 PET

1.0 PKT
1.0 PKT

80,500,000

80,625,000
80,500,000

241,625,000

80,500,000

80,625,000
80,500,000

RM

Perlu data dukung
harga pasar sewa atau sewa tahun sebelumnya

#KementerianKeuanganMelayani
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

/- Harga barang; fh e Biaya pelatihan;
e Biaya pengiriman; e Biaya instalasi dan
e Biaya suku cadang dan testing;
purna jual; e Biaya administrasi;
Anggaran e Biaya personil; dan/atau
Pengadaan e Biaya non personil; * Biaya lainnya.
Barang/Jasa e Biaya material/bahan;
e Biaya peralatan;
e Biaya pemasangan;
dan/atau

Biaya barang/
jasa yang | - Biaya pendukung |
dibutuhkan
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PEROLEHAN

ERAAS

BELANJA MODAL ‘

= Mengakibatkan perolehan aset tetap/aset tetap lainnya
yang menambah aset pemerintah;

= Melebihi batasan minimal kapitalisasi;

= Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah bukan
untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat;

Mengakibatkan bertambah masa manfaat, kapasitas,
kualitas dan volume aset yang telah dimiliki;

Pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya lebih
dari 2% dari nilai aset berdasar perhitungan Ditjen Cipta
Karya;

SESUDAH

#KementerianKeuanganMelayani 98



' RINCIAN ANGGARAN BIAYA ‘

- Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai
- Peningkatan kapasitas/efisiensi dan atau penambahan masa manfaat

- Nilai kapitalisasi
a. Sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00
Peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi P dan M
a. Sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,00
Gedung dan Bangunan dan aset tetap renovasi gedung dan
bangunan
BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak seni tidak ada nilai
satuan minimum

Scienia otentia Et #KementerianKeuanganMelayani 99



* Pengeluaran anggaran untuk
perolehan awal aset tetap
dikategorikan sebagai Belanja Modal
apabila:

a. memenuhi kriteria pengakuan aset
tetap; dan

b. memenuhi nilai minimum kapitalisasi
aset tetap.

e Dalam hal salah satu kriteria tersebut
tidak terpenuhi maka pengeluaran
untuk perolehan awal suatu aset
tetap tidak dapat dikategorikan
sebagai Belanja Modal, melainkan
sebagai Belanja Barang.

AAS

Scientia Potentia Est

PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Penggunaan
Belanja Modal
atau Belanja
Barang dalam
Perolehan Awal
Aset Tetap

Memenuhi
kreteria
pengakuan
aset tetap
?

Belanja Barang
sesuai
peruntukan

Belanja Modal
sesuai

peruntukan

Memenuhi
minimum
Nilai
Kapitalisasi
?

Belanja Barang
Ekstrakomptabel
(52125)

#KementerianKeuanganMelayani
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AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

-

EERIE

1) Lingkup satker Non-BLU:
2) Kelompok akun 53111 (Belanial\ALCLe L
b) Kelompok akun 53211 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin); 1) Lingkup satker Non-BLU: Ekstrakomptabel
c) Kelompok akun 53311 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan);
d) Kelompok akun 53411 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan);
e) Kelompok akun 53412 (Belanja Modal Irigasi);
f) Kelompok akun 53413 (Belanja Modal Jaringan); dan
g) Kelompok Akun 53611 (Belanja Modal Lainnya).

2) Lingkup satker BLU:
a) Akun 537111 (Belanja Modal Tanah - BLU);
b) Akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU);
c) Akun 537113 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU);
d) Akun 537114 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU); dan
e) Akun 537115 (Belanja Modal Lainnya - BLU).

Belanja Barang

a) Akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel);
b) Akun 521253 (Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel); dan
c) Akun 521254 (Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel).
2) Lingkup satker BLU:
a) Akun 525162 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU);

b) Akun 525163 (Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU);
dan

c) Akun 525164 (Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU).

AAS
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-

CONTOH AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL ‘

Kasus 1
Kegiatan pengadaan komputer sebanyak 10 unit dengan rincian belanja:

- Pembelian unit komputer Rp10juta/unit, total senilai Rp100.000.000 | seak bl =S E R Vel k2

- Biaya instalasi sebesar Rp1.500.000 [creribb e EiERlele L)
- Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp760.000/bulan | siken 21k b alelslels 01t kio b aeibri o))

- Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan sebesar Rp500.000

Pembahasan:
- Pengadaan komputer memenuhi kriteria aset tetap dan memenuhi nilai minimum

kapitalisasi (>Rp1Juta/unit) => Dikapitalisasi
- Bagaimana pembebanan akunnya?

AAS #KementerianKeuanganMelayani 10
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-

Kasus 2

Pembelian external hard disk sebanyak 5 unit
dengan harga per unit Rp450.000,

total senilai Rp2.250.000.

Pembahasan:

- Pengadaan external hard disk memenuhi kriteria aset
tetap, namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi
(<Rp1Juta/unit) => Tidak dikapitalisasi.

- Bagaimana pembebanan akunnya?
521252 (Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel)

AAS
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CONTOH AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL

Penggunaan
Belanja Modal
atau Belanja
Barang dalam
Perolehan Awal
Aset Tetap

Memenuhi
minimum

Memenuhi
kreteria
pengakuan
aset tetap
?

Nilai
Kapitalisasi

Belanja Barang
sesuai
peruntukan

Belanja Barang

Ekstrakomptabe
1(52125) d
X

Belanja Modal
sesuai

peruntukan

#KementerianKeuanganMelayani
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Kasus 3

Pengadaan sparepart komputer berupa RAM 16
GB sebanyak 10 unit @Rp1.250.000, total senilai
Rp12.500.000. Sparepart ini disediakan untuk
Pemeliharaan komputer kantor jika terdapat
kebutuhan penggantian.

Pembahasan:

- Pengadaan RAM tidak memenubhi kriteria aset
tetap karena akan digunakan/dikonsumsi untuk
kegiatan pemeliharaan => Tidak dikapitalisasi

- Bagaimana pembebanan akunnya?
523123 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin)

AAS

Scientia Potentia Est

CONTOH AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL

Penggunaan
Belanja Modal
atau Belanja
Barang dalam
Perolehan Awal
Aset Tetap

Memenuhi
minimum

Memenuhi
kreteria
pengakuan
aset tetap

Nilai
Kapitalisasi
?

Belanja quang Belanja Barang
sesuai Ekstrakomptabe
peruntukan I/ 1(52125)

Belanja Modal
sesuai

peruntukan

#KementerianKeuanganMelayani
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-

PENENTUAN KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN AWAL
(SUBSEQUENT EXPENDITURES)

suatu aset tetap, dapat dikapitalisasi pada
nilai aset tetap jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

* Pengeluaran setelah perolehan awal l

v \ 4

Belanja Modal KRITERIA KAPITALISASI Belanja Barang

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan 4 Y

bertambahnya masa manfaat dan/atau v
: : 1. Menambah masa Manfaat;

kapasitas dan/atau kualitas dan/atau S Mminclatis aas ithe: T I
volume aset tetap yang telah dimiliki; 3. Meningkatkan Kualitas; dan/atau P
dan 4. Menambah Volume.
Pengeluaran tersebut memenubhi | dan
batasan minimal nilai kapitalisasi aset Y NILAI MINIMUM KAPITALISASI T

1. 2 Rp 1 Juta untuk Peralatan dan Mesin;
2. 2 Rp 25 Juta untuk Gedung dan

tetap/asetlainnya.

AAS #KementerianKeuanganMelayani 10
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AKUN TERKAIT SUBSEQUENT EXPENDITURES

-

EERIE
1) Lingkup satker Non-BLU Belan'a Baran
a) Kelompok Akun 53111 (Belanj Modal J 5
kebutuhan); Lingkup satker Non-BLU:
b) Akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin); Kelompok akun 5231 (Be|anja
c) Akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan); Pemeliharaan)

d) Akun 534141 (Belanja Penambahain Nilai Jalan dan Jembatan);
e) Akun 534151 (Belanja Penambahan Nilai Irigasi); . .
f) Akun 534161 (Belanja Penambahan Nilai Jaringan); dan ngkUp satker BLU:

g) Akun 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Akun 525114 (BE|anJa Peme“haraan)
Aset Lainnya).

2) Lingkup satker BLU:
a) Akun 537111 (Belanja Modal Tanah - BLU);
b) Akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU);
c) Akun 537113 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU);
d) Akun 537114 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU); dan
e) Akun 537115 (Belanja Modal Lainnya - BLU).

AAS

Scientia otentia Et #KementerianKeuanganMelayani 10



-

AKUN TERKAIT SUBSEQUENT EXPENDITURES ‘

Kasus 1
Perbaikan mesin fotocopy yang rusak sehingga
tidak dapat menggandakan dokumen, dengan l
mengganti sebuah sparepart senilai Rp1.250.000. S memn:mums.
Pembahasan: | 1. Menambah masa ':anfaat;
- Perbaikan atap memenubhi kriteria peningkatan dan 3. Meningkatiofeuatas; Shatau LA
0 S o . . J . 4. Menambah Volume.
memenuhi batas minimum kapitalisasi (=1juta) => o
8 5 m (G e——1
2. 2 Rp 25 Juta untuk Gedung dan

- Bagaimana pembebanan akunnya?
532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan
Mesin).

AAS
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AKUN TERKAIT SUBSEQUENT EXPENDITURES

-

Kasus 2
Kegiatan pengecatan dan poles fullbody sebuah
mobil dinas senilai Rp18.000.000,-

Y v

Belanja Modal KRITERIA KAPITALISASI Belanja Barang

Pembahasan: t
- Meskipun memenuhi nilai minimum kapitalisasi 1. Menambah masa Manfaat; o

2. Meningkatkan Kapasitas;

v

(2Rp1Juta), namun tidak memenubhi kriteria B Mo gt K hony st

peningkatan, hanya untuk memelihara agar aset | dan

dapat digunakan sesuai masa y |  NILAIMINIMUM KAPITALISASI | 1
. . - . . . 1. 2 Rp 1 Juta untuk Peralatan dan Mesin;

manfaatnya(pemeliharaan) => Tidak dikapitalisasi 2% Ho 68 J06h MO loding A0

- Bagaimana pembebanan akunnya?
523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)

AAS

Sclonia Poentia st #KementerianKeuanganMelayani 10



RINCIAN ANGGARAN BIAYA

ESTIMASI BIAYA

-

PERKIRAAN BIAYA MENCAKUP :

1.HARGA BARANG/JASA

2.PAJAK TERKAIT B/)

3. BIAYA PENDUKUNG B/J
Biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan dl|

4. BIAYA ADMINISTRASI :
Honorarium, Biaya survey, Biaya dokumen, Biaya lainnya : biaya pendapat
ahli hukum kontrak, biaya uji coba

Sclonia Poentia st #KementerianKeuanganMelayani 10



RINCIAN ANGGARAN BIAYA

-

-

BIAYA PEMBANGUNAN

BIAYA STANDAR, dihitung berdasarkan:

= Standar harga satuan tertinggi (HSBGN) ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- berdasarkan formula dari Kementerian PU
= Koefisien/ Faktor Pengali jumlah lantai bangunan

= Luas Bangunan =2 dihitung berdasarkan kebutuhan ruang jumlah personel

DITAMBAH BIAYA: Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan

AAS

Scientia Potentia Est

#KementerianKeuanganMelayani 11



RINCIAN ANGGARAN BIAYA

PENYEDIA JASA BERBENTUK :

-

] Konsultan badan usaha terdiri dari :

= Biaya langsung personil beberapa tenaga ahli (> 2 orang)

= Biaya langsung non personil (direct reimbursable cost), tergantung ruang lingkup kegiatan,
fasilitas yang diberikan, jenis dan jumlah pelaporan. Jika ruang lingkup pekerjaan cukup besar
direct reimbursable cost dapat mencakup tenaga pendukung seperti office manager,
sekretaris/billingual, juru gambar, operator komputer, sopir, pesuruh, dan penjaga

= Pajak Pertambahan Nilai.

L Konsultan perorangan terdiri dari :
= Biaya langsung personil 1 (satu) orang tenaga ahli
= Biaya langsung non personil (direct reimbursable cost), tergantung ruang lingkup kegiatan,
fasilitas yang diberikan, jenis dan jumlah pelaporan yang tertuang dalam KAK dan RKS

= Pajak Pertambahan Nilai.

AAS #KementerianKeuanganMelayani 11
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' RINCIAN ANGGARAN BIAYA ‘

Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas
bangunan diatas 12.000 m2 atau diatas 8
(delapan) lantai, penyedia jasa perencanaan
konstruksi diwajibkan pada tahap pra rancangan
menyelenggarakan lokakarya rekayasa nilai (value
engineering) selama 40 (empat puluh) jam, untuk
mengembangkan konsepsi perancangan, dengan
melibatkan  partisipasi  pengelola  kegiatan,
penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pemberi

jasa keahlian rekayasa nilai (value engineering).

PermenPUPR
22/2018

|
AAS #KementerianKeuanganMelayani 11
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WU |
' RINCIAN ANGGARAN BIAYA

BIAYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

KOMPONEN BIAYA
PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA

BIAYA PERENCANAAN
TEKNIS
BIAYA

PEMBANGUNAN

BIAYA PENGAWASAN
TEKNIS

BIAYA PENGELOLAAN
KEGIATAN

Scionta otenia et #KementerianKeuanganMelayanilebihBaik 11



RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Manajemen Konstruksi Penyusunan rencana teknis untuk kegiatan pembangunan :

a) bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai.

b) bangunan dengan luas total di atas 5.000 m:(lima ribu
meter persegi).

c) bangunan khusus.

d) yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa
perencanaan maupun pelaksana konstruksi.

e) yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran
(multiyears project).

harus melibatkan penyedia jasa managemen konstruksi sejak

awal penyusunan rencana teknis dan dalam pengawasan

teknis nya

Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara

menggunakan penyedia jasa manajemen konstruksi

(MK) kegiatan :

* menyusun program pelaksanaan pembangunan
secara menyeluruh;

* melakukan persiapan pengadaan penyedia jasa
perencanaan konstruksi

dibantu oleh manajemen konstruksi.

AAS

Sclonia Poentia st #KementerianKeuanganMelayani 11



RINCIAN ANGGARAN BIAYA

I. DASAR ANALISIS

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara
2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara ( HSBGN ) TA 2017
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 45 Tahun 2016 tanggal 03 Nopember 2016 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Il. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR

A. Analisis Xer s P Pekerjaan Standar
BOBOT (%) TINGKAT KERUSAKAN
URALAN PEXERJUAAN
- “serumum | BO8OT soeor o
BANGUNAN %) (%)
1.|PONDAS - |PONDASI > 300% [ o
2. o - |XTLOMM/ BALOK/SLOOF /RINGBALK 24% 100% 10 24
- |pLesTERAN 1% 100% 10 0.1
alatar - |[RANGEA ATAP 5% 100% 70 a2
= PENUTUR ATAP i 10U O 28
. = Y - |RANGEA LANGIT - LANGIT 5% 100% 80 4
- |PENUTUP LANGIT - LANGIT 3% 100% 90 2.7
- |BATU BATA 4% 100% ) o
5.| DINDING - |PLESTERAN 3% 100% 80 2.4
- |PINTU / JENDELA / KUSEN 3% 100% 100
& |LANTA) - IPENUTUP LANTA) 10% 100% 70 ?
- [INSTALASE LISTRIK 4% 100% 70 28
7.juniuTAas - [INSTALAS) AIR 3% 100% 50 1s °
- Jomumase cmtnae = sc0n s Tingkat Kerusakan 2% atau
- [FINISHING STRUKTUR { CAT ) 2% 100% 30 0.6
] F—— - [FINISHING LANGIT-LANGST { CAT ) 6% 100% 100 [ . °
- [FINISHING DINDING 6% 100% 100 s kuran tlda Isa
FINISHING PANEL / KUSEN ( CAT 5% 100% 100 s )
NiILAI PEKERIAAN STANDAR ( % ) 100% 53 . " .
Ll
KERUSAKAN NILAX - Nilai Tingkat Kerusakan Pekerjaan Standar = 53.00% < 65% d Ia Io ka SI ka n m e I a I u I be I a nj a
RINGAN < 30 % ® Jenis Perawatan = Perawatan Berat
SEDANG >30% - 45 %
BERAT >45 % - 65 % - HSBGNKotaSQvnarwuntukRumahDinasﬂponerm’ mOdaI
KHUSUS >65% - Rp 2,628,000
® Karena usufan untuk Tahun 2018, maka HSBGN ditambah perkiraan kenalkan
sebesar 5%, sehingga menjadi = Rp 2,759,400
B. Analisis Kebutuh Biaya S Pekerjaan Standar = Pro Tingkat Ker x Koef. Lantal x HSBGN
Biaya Komponen Pekerjaan Standar = 53.0% x 1.00 x Rp 2,759,400 = Rp 1,462,482 +
Biaya Satuan Pekerjaan Standar untuk Rehab Rumah Dinas Tipe C = Rp 1,462 482

AAS #KementerianKeuanganMelayani 11
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TERIMA KASIH

Jangan lupa untuk ikuti laman media sosial kami untuk
informasi pelatihan lainnya di:

ﬂ Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

E‘-'. pusdiklatap
b @pusdiklatap

a Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

AAS

Scientia Potentia Est
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ANGGARAN
RESPONSIF GENDER




KAK/TOR ARG (GENDER ACTION BUDGET)

Dalam PMK 62 Tahun 2023 dilakukan simplifikasi dokumentasi ARG yaitu penghapusan Dokumen Gender
Budget Statement (GBS) dan mengintegrasikan Isu Gender dalam KAK/TOR

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian /Lembaga
Unit Organisasi

Unit eselon I /Satker

: (berisi Nama Kementerian/Lembaga)

3.

Format KAK/TOR

» KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
>

: (berisi Nama unit eselon I sebagai KPA)

: (berisi Nama unit eselon I di Kantor Pusat yang
bukan sebagai satker atau nama satker baik di

Pusat atau Daerah)

Program

Nama Program

Kegiatan

Nama Kegiatan

Rincian Output

Rumusan, volume, dan satuan Rincian Output

Indikator Rincian Output

Indikator Rincian Output (opsional)

Analisa Situasi

» Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan
yang akan ditangani/ dilaksanakan, meliputi:
data pembuka wawasan, faktor kesenjangan,

dan penyebab permasalahan kesenjangan
gender (laki-laki vs perempuan, manula/anak-
anak vs usia dewasa, normal vs difabel).

e Jika data pembuka wawasan berupa data
terpilah kuantatif untuk kelompok sasaran tidak
tersedia, dapat menggunakan data kualitatif,

* Rincian Output yang akan  dihasilkan
mempunyai  pengaruh kepada kelompok
sasaran tertentu

Isu gender pada komponen :

= isu/kesenjangan gender yang ada pada
komponen inputnya.

Rencana Aksi

(dipilih rencana aksi yang secara
langsung mengubah kondisi
kearah kesetaraan gender)

Rencana Jelaskan rencana aksi yang akan
aksi 1 dilakukan untuk menghiangkan/
mengurangi ketidakadilan/
ketidaksetaraan gender
.. dst.

Alokasi Anggaran Rincian Output

Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk
mencapai Rincian Output

Dampak/hasil Rincian Output

Dampak/hasil secara Iluas dari Rincian Output
yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender
serta perbaikan ke arah kesetaraan gender.

Remenber
Gaporate Uy

Penanggung Jawab Kegiatan,

Kementerian Negara,/Lembaga H
Unit Eselon I/11 H
Program H
Sasaran Program H

Indikator Kinerja Program H
Kegiatan H
Sasaran Kegiatan H

Indikator Kinerja Kegiatan H

Klasifikasi Rincian OQutput H
Indikator KRO (opsional) H

Rincian Output H

Indikator RO (opsional) H

Volume RO H
Satuan RO H

o

KELUARAN (OUTPUT) TA 20XX

Latar Belakang

l.Dasar Hulouirm . ... iiiiiiiiiiiiieeaaeeaas [15)

2., Gambaran UIIIUIIT c.coeeeiiieeiiicciiissssscssssases | 18]
Penerima Manfaat. . ... i iiiiiiaaaaan (17)
Strategi Pencapaian Keluaran

l.Metode PelaksSanaar . .. .....ooioiiiainaaanannannn [183)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan............ (19)

Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

Biayva Yang Diperlukan..............

NAMA (i s s s ssas sssbias
NIP/NRP. ............
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KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA XXXX [diisi TAHUN ANGGARAN]

Kementerian N (1) (1) [diisi nama Kementerian / Lembaga]

Negara/Lembaga

Unit Eselon 1 /1 D e (2) (2) [diisi nama Unit Eselon I/1l sebagai penanggung jawab

program ]

Program SR (3) (3) [diisi nama Program sesuai dengan dokumen Renja K/L

Sasaran Program N (4) [diisi dengan Sasaran Program yang akan disapan dalam
2. ....(4) Program)

Indikator Kinerja Y (5) [diisi indikator Kinerja Program]

Program 2. ....(5)

Kegiatan D eeeeeenns (6) (6) [diisi Nama Kegiatan Sesuai dengan Dokumen Renja K/L]

Sasaran Kegiatan e (7) (7) [diisi Sasaran Kegiatan]

Carporate Uniwersity



1.7. KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Indikator Kinerja D e (8)
Kegiatan

Klasifikasi Rincian D e (9)
Output

Indikator KRO D eeereeenn (10)
(Optional)

Rincian Output D e (11)
Indikator RO D e (12)
Volume RO D reeereeen (13)
Satuan RO D e (14)

(8) [diisi indikator Kinerja Kegiatan]

(9) [diisi nama/ nomenklatur Klasifikasi Rincian Output

(10) [diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output (opsional)]

(11) [diisi nama/ nomenklatur RO]

(12) [diisi Indikator RO (opsional)]

(13) [diisi mengenai Jumlah /banyaknya kuantitas RO yang dihasilkan

(14) [ diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka
pengukuran kuantitas RO sesuai dengan karakteristiknya

Carporate Uniwersity




KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum (15):
veerreeerveesressseeeenees (15)
1. Gambaran Umum (16):
Analisis Situasi Ketimpangan Gender:

(15) [Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait
langsung dengan RO yang akan dilaksanakan.]

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan : (19)

(16) [Diisi gambaran umum mengenai RO dan volumenya yang akandilaksanakan/
dicapai. Khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat
anggaran responsif gender, dapat ditambahkan informasi yang memuat :

(a) konteks/ analisis situasi ketimpangan gender dari RO yang diusulkan. . Sekurang-
kurangnya memuat data pembuka wawasan, isu kesenjangan gender (faktor
kesenjangan dan sebab internal maupun Eksternal), serta reformulasi tujuan.

(b) Rencana aksi dari Gender Action Budget yang diusulkan, termasuk penjelasan
Komponen yang terkait dengan definisi Gender Action Budget. Rencana aksi disusun
menggunakan kerangka kerja logis (logic model) yang mencakup 4 (empat) elemen
yaitu: outcome, output, aktivitas, dan input

(c) Hasil yang diharapkan yaitu berupa dampak atau hasil secara luas dari RO yang
dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender untuk perbaikan ke arah kesetaraan
gender .

Kegiatan

1. Perencanaan ......

2. ..
3.
4. ..

(17) [Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal K/L.Khusus
RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuatanggaran responsif
gender, ditambahkan informasi mengenai data terpilah berdasarkan jenis kelamin/
daerah/ kelompok umur.]

(18) [Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.]

nnnnnnn

(19) [diisi dengan tahapan yang digunakan dalam pencapaian RO]

IQ.
= N
o
[
4]
i3
5 E

porate Unvversity
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KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran : ........ (20)
E. Biaya Yang Diperlukan : ............ (21)

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama: ............. (22)
NIP/NRP oo, (23)

(20) [Diisi dengan kurun waktu pelaksanaan pencapaian RO]

(21) [Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk
pencapaian Keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya
sesuai dengan RAB terlampir]

(22) [Diisi dengan nama KPA/penanggungjawab Kegiatan]

Carporate Uniwersity

(23) [Diisi dengan NIP/ NRP KPA/ Penganggungjawab
Kegiatan ]




KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

Kementerian Negara/Lembaga

Unit Eselon 11

Program
Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Kegiatan

Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output
Indikator KRO (Optional)

Rincian Output

Indikator RO
Volume RO
Satuvam RO

KELUARAN (OUTPUT) TA 2023

Kementerian Keuvangan (1)

Direktorat Jenderzl Perbendaharaan/Pusat Investasi

Pemerintah (2}

Program Dukungan Manajemen (3]

1. Organisasi dan SDM yang Optimal

2. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

3. Pengendalian dan Pengawasan Internal yvang Bernilai
Tambah

4. Pelaksanaan Tugas Khusus yvang Optimal (4)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian

Keuangan-DIPb

Tingkat Implementasi Leaning Organization-DJPb

Tingkat Downtime Systemn TIK- DIPb

Presentasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK-DIPh

Indeks Integritas -DIPb

Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus DIPb (5)

F'Elal-:sanaan Tugas Khusus (Special Mission) (6]

- A7)

Presentase jumlah nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (8)

Hasil Kelolaan Dana (9)

- (10)

Pendanaan untuk Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan

Pembiayaan Ultra Mikro (11)

- (12}

2.200.000 (13)

Usaha Mikro (14)

=

o komN

A

Latar Belakang

1.

Dasar Hukurn (15):

Dalam PME No 91/PME.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Pusat Investasi

Pemerintah (PIP), bahwa PIP bertugas mengkoordinasikan di bidang pembiayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMEKM) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

Menteri Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, PIP menyelenggarakan

beberapa fungsi antara lain vaitu: (i) Pelaksanaan kerjasama pendanaan dan

pembiayaan UMEM dengan Pemda/pihak lain, (i} Pengelolaan pembiayaan kepada

UMEM, (iii) Kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur, dan [iv)

Pengembangan bisnis pembiayvaan UMEM. (15)

Gambaran Umum (16):

Analisis Situasi Ketimpangan Gender:

- Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 terdapat 64
juta UMEKEM di Indonesia yang memegang peranan penting terhadap PDB dengan
kontribusinya yang mencapai §1% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak
97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

- Berdasarkan data BPS tahun 2021, perempuan mengelola 64,5% dari total UMEM
di Indonesia atau sekitar 37 juta UMEM dengan proyeksi di tahun 2025 memiliki
total nilai sebesar USD 135 miliar.

- Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku Usaha Mikro
sebanyak 44 juta orang atau sebesar 69,03% dari total pelaku UMEKM, dimana 57%
dikelola oleh perempuan.

- Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada
tahun 2020, bahwa 46,6 juta dari total 64 juta UMEM di Indonesia belum memiliki
akses permodalan dari perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.

- Berdasar kajian International Finance Corporotion menunjukkan B0% dari UMEM
yang dimiliki Perempuan, pengajuan kredit mereka tidak dilayani dengan baik oleh
perbankan sehingga masih terdapat bias gender dalam kredit perbankan.

- Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan oleh Treichel dan Scot (2008)
menyatakan bahwa kredit yang ditolak pihak bank lebih banyak untuk pelaku Usaha
UMEM perempuan dibandingkan dengan pelaku usaha laki-laki. Bank menilai
usaha perempuan tidak cukup layak dan berisiko lebih tinggi tinggi dibanding laki-
laki, sehingga jumlah kredit vang disetujui lebih sedikit dibanding jumlah kredit laki-
laki.
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Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah - Adapun beberapa rencana aksi yang akan di laksanakan antara fain:

untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayvaan lainnya, antara lain melalui
program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PMM, Bank Wakaf Mikra,
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Hambatan utama pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan bisnisnya adalah
keterbatasan akses modal melalui pembiayaan ke perbankan (khususnya untuk
Usaha Ultra Mikro dengan plafon di bawah Rp 10 juta) karena ketidakmampan
menyediakan agunan dan pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh
perbankan/penyalur program Pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sosialisasi tentang pembiayaan ultra mikro dan FGD dengan stake holders
Pelaksanaan penyaluran pembiayaan ultra mikro

Pengembangan kerjasama pendanaan dan kerjasama program

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan UM
Pengembangan SIKP UM

Pelaksanaan bimtek manajemen koperasi, pelatihan account officer, dan

A

Kebijakan yang telah ada terkait pembiayaan bagi UMKM selama ini belum pelatlhan kewirausahaan UMi

menyentuh seluruh lapisan pelake UMEM, terutama pelaku Usaha Mikro yang Hasil yang diharapkan:
kebanyakan dari kalangan pedagang eceran dan dari kalangan Perempuan.

- Bertambahnya masyarakat pelaku Usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi pembiayaan
(Apabila terdapat data terpilah gender dolam pelaksanaan program kegiatan pada Ultra Mikro sebanyak 2,2 Juta Debitur baru pada Tahun 2023.

tohun sebelumnya, agor disgjikan dalam TOR untuk melihat progress copaian - Selain itu, kegiatan ini dihara pkan dapat meningkatkan nilai keekonomian Debitur
proram/kegiatan dimaksud seperti contoh dibawah ini) yang meliputi nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha serta dalam

- Selama tahun 2021, terdapat 1,85 juta pelaku Usaha Mikro yvang telah difasilitasi Jangkﬂ panjang, dampak dari keglatan ni berupa penmgkatan kesemhteraan

oleh Pembiayaan Ultra Mikro, dengan nilai penyaluran sebesar Rp masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan kemandirian usaha.
T.034.628.752.727 -

Sehingga secara akumulatif, =ejak Pembiayaan Ultra Mikro digulirkan pada
pertengahan tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021, telah menjangkau
sebanyak 5,38 juta pelaku Usaha Mikro yang telah terfasilitasi dengan Pembiayaan perempuan maka dapat dicantumkan jumlah penerima manfaat perempuan yang
Ultra Mikro dengan total nilai penyaluran sebesar Rp 12.085. 417 880.014. ditargetkan)

Dengan demikian berdasar data dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut di
atas, masih banyak pelaku Usaha Ultra Mikro yang perlu diberikan fasilitas

(Apabila program/kegiatan ditargetkan secara khusus pada upaya pemberdayaan

Pembiayaan. Pada tahun 2023, pembiayaan Ultra Mikro ditargetkan pada 2,2 juta B. Penerima Manfaat :
pelaku Usaha Ultra Mikro. Masyarakat luas pelaku Usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi sebanyak
- Secara kemposisi berdasar jenis kelamin, dari total penerima fasilitas Pembiayaan 2,2 Juta Debitur baru tahun 2023. {1—”

UMi sebanyak 5,39 juta tersebut, bahwa terdapat 5.114.783 atau sebesar 94,75%

penerima Pembiayaan Umi adalah dari kalangan perempuan. Sedangkan 5,25% C. StmtEgl PEI’ICEPHIEI’I Keluaran

atau sebanyak 282.486 penerima Pembiayaan UMi adalah dari kalangan laki-laki. 1. Metode Pelaksanaan : Swakelola {18}

Rencana Aksi dari Gender Action Budget: 2. Tahapan dan Waktu Pel}a ksanaan : (19)

- Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan Bulan ke:
yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha - :
yang difasilitasi oleh Pemerintah. Penyediaan pembiayaan bagi pelaku Ultra Mikro Keg.lat_an:. - - - 112)135/415161718/9110}111 112
ini sangat penting untuk meningkatkan kesjahteraan dan diharapkan menurunkan sosialisasi investasi dan ToT SKIP UMI Kanwil v
tingkat kemiskinan. DIPb/KPPN/ Pem
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o 5tratE-_gi F'EHEElpEIi-EIn kelusran Cotaton: ekhivitas dopat dilafuean sewokiu-wokiu sesugd kebutvhan organis
1. Metods Pelaksanaan : Swakelola (18] D.  Kurun \Waktu Pencapaizn Keluaran @ selama tahun 2023(20)
z. Tahapan dan Waktu Pelzksanaan - {15] E. Biaya ¥ang Diperlukan : Rp 19.824. 602. 000,- yang merupakan anggaran yang bersumbar dari
Builan ke: PMER BIP [21)
eplatan: 113|245 F]lE ]2 10| 11] 12
snsialisazl imwestasi dan TaT SKEIRP U Eareil L
DIFL/FPPNY Pem Pananggung lawab Kegistan,
kerjasama pobensl pemblayaan Ulta sk i
dengan Pemday Dinas
2enilalan kelayakan, due diligenit, dan W
manajemen rsiko investas
femernksaan potensl pembayaan dan W
pendanaan pada kaperasi . . )
fenpusunan perjargian ke asama dan W Nama : Ririn KadarlahllE_l
irreestasi MIPFMBPR e (23]
Pemberian rekormendas) peluang dan potensi W
penyaluran
fenyusunan perikatan jJaminan pletans dan W
sekurirzasi assed
Penyiapan konsultan penandatanganan W
perjaniian rvestas), perikatan jaminan
plutang, dan sekuritisasl asset
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2emdal)
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Ulira Mikro
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SIEP UMY, dan jaminan Housia
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DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

E. Ketentuan

; U/ 1. Seluruh panduan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2024 di

JBLIK INDONESIA lingkungan Kementerian Keuangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dalam panduan teknis penyusunan rencana kerja

SURAT EDARAN dan anggaran tahun anggaran 2024 Kementerian Keuangan, maka akan disampaikan oleh
NOMOR SE-8/MK.1/2023 Sekretaris Jenderal kepada pimpinan unit organisasi eselon | dan pimpinan unit organisasi
non eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan
TENTANG Kementerian Keuangan.
PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN F. Penutup

Seluruh pimpinan unit organisasi eselon | dan pimpinan unit organisasi non eselon yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan
agar memperhatikan dan melaksanakan panduan teknis penyusunan rencana kerja dan
anggaran tahun anggaran 2024.

Yth. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon | dan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang
Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan di Lingkungan Kementerian

Keuangan
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
A.Umum
Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun Ditetapkan di Jakarta
anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan kebijakan dalam panduan p:lac?a lF;n?;r;;all 2? :gUStLIS 2023
teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi unit kerja di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran an. Menteri Keuangan
2024. o

Sekretaris Jenderal

B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penvusunan rencana keria

Heru Pambudi
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. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS

1. RKBMN/RKBMN-PKP apabila merupakan objek RKBMN/RKBMN-PKP

2. lzin dan perhitungan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum

setempat (bukan hasil perhitungan dari konsultan teknis yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat);

Berita Acara Serah Terima Hibah (apabila tanah hasil hibah);

Status Kepemilikan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (jika pembangunan di lokasi baru);

5. Surat penawaran tanah, Surat Keterangan Harga Pasar Tanah, Surat Keterangan bahwa tanah tidak berada dalam keadaan
sengketa, Nilai Jual Objek Pajak/NJOP (jika pengadaan tanah);

6. Analisa kerusakan dan analisis biaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau
Dinas Pekerjaan Umum setempat;

7. Berita acara penghapusan atau surat usulan penghapusan (jika menggantikan bangunan lama);

8. Dokumen pendukung berupa laporan hasil pemeriksaan kelayakan bangunan dari instansi yang mempunyai kewenangan
atau kompetensi (apabila diperlukan), sebagai contoh, analisis kelayakan bangunan dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Pricelist/surat penawaran resmi dari sekurang-kurangnya dua developer yang berbeda (apabila pengadaan rumah dinas
dilakukan melalui mekanisme pembelian);

10. Dokumen pendukung Multi Years Contract/ Kontrak Tahun Jamak (MYC/KTJ) agar disampaikan sesuai dengan ketentuan
yang mengatur tentang MYC/KTJ; dan/atau

11. Dokumen lainnya yang diperlukan.

B w
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. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN/SARANA DAN PRASARANA TIK

1. Pricelist e-katalog/surat penawaran resmi;
Spesifikasi aset yang akan dibutuhkan;
3. Analisis Kebutuhan Barang untuk Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang menggambarkan informasi terkait aset existing

(tahun perolehan, masa manfaat, dan kondisi) dan rasio penggunaan; dan/atau
4. Dokumen lainnya yang diperlukan.

N
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. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

KENDARAAN BERMOTOR

1. RKBMN/RKBMN-PKP;

Pricelist e-katalog;

3. Risalah Lelang/Surat Keputusan Penghapusan Kendaraan/surat usulan penghapusan (jika untuk penggantian sesuai
peruntukannya); dan/atau

4. Dokumen lainnya yang diperlukan.

N
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